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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum
Transloterasi merupakan pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia
(Latin), dalam hal ini bukan merupakan terjemahan bahasa Aran kedalam bahasa Indonesia.
Dalam hal ini yang termasuk ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari
bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasioanalnya, atau sebagaimana yang tertulis
dalam buku yang menjadi rujuakan. Penulidan judul buku dan footnote ataupun daftar

pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan
karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketantuan yang khusus
digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu
transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama
Pendidikan dan KEbudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987
dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A

Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada

halaman berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

< Ba B Be




Ta T Te

Sla S| Es (dengan titik diatas)
Jim J Je

H{a H{ Ha (dengan titik diatas)
Kha Kh Ka dan Ha

Dal D De

Z|al Z| Zet (dengan titik diatas)

Ra R Er

Zai z Zet

Sin S Es
Syin Sy Es dan ye
S{ad S{ Es (dengan titik di bawah)
D}ad D{ De (dengan titik di bawah)
T{a T{ Te (dengan titik di bawah)
Z}a Z{ Zet (dengan titik di bawah)
‘Ain ‘ Apostrof terbalik
Gain G Ge

Fa F Ef

Qof Q Qi

Xi




B Kaf K Ka

J Lam L El

. Mim M Em

K Nun N En

P Wau w We

2 Ha H Ha
i . Hamzah : Apostrof
< Ya Y Ye

maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di
tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (“), berbalik dengan

koma () untuk pengganti lambang “¢”

C. Vokal, Panjang Dan Diftong

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. VVokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya

berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Hamzah ( #) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau

Tanda

Nama

Huruf latin

Nama

Fath{ah

A

xii




| Kasrah | |

i D{ammah U U

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “1” melainkan
tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk

suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.
Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = s misalnya J s menjadi gawla

Diftong (ay) = « misalnya = menjadi khayrun

D. Ta’ marbathah (3)

Ta’ marbathah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi
apabila Ta’ marbdathah tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasi kan dengan
menggunakan “h” misalnya 4.} 4.0 menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila
berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri di susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya,
misalnya 44 s, & menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah
Kata sandang berupa “al” (J)) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal

kalimat, sedangkan “al”” dalam lafadh al-Jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang

disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatiakan contoh-contoh berikut ini:
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1.  Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya’ Alléhkgnawamd lam yasya’ lam yakun.

4.  Billgh ‘azzawajalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan
menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang
Indonesia atau Bahasa arab yang sudah diindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan

menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrhaman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais mantan Ketua

MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan
nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya

melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “ Amien Rais” dan kata “shalat”
ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuakan dengan
penulisan Namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa

nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-

RahmanWahid,” “AminRais,” dan bukan ditulis dengan “shalat.”
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ABSTRAK

Lestari, Shela Ertriya, 18220086, 2022. Penerapan Asas Keseimbangan dalam Upaya
Penyelesaian Sengketa Pembiayaan melalui Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Kota Kediri). Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas
Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Iffaty
Nasyi’ah, M.H,

Kata Kunci : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Sengketa Konsumen, Asas Keseimbangan

Dalam menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK masih belum menerapkan asas
keseimbangan karena tidak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini Bertentangan
dengan ketentuan yang terdapat dalam Kepmendag Nomor 350/MP/Kep/12/2001.

Dari latar belakang tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan
asas keseimbangan dalam upaya penyelesaian sengketa pembiayaan melalui BPSK Kota Kediri
dan pandangan Hukum Islam terhadap penerapan asas keseimbangan dalam upaya
penyelesaian sengketa pembiayaan melalui jalur non-litigasi.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris di UPT PK Kediri dan BPSK Kota
Kediri. Kemudian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan sumber data primer,
data sekunder, dan data tersier yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi
secara daring dan luring.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas keseimbangan dalam upaya
penyelesaian sengketa pembiayaan melalui BPSK Kota Kediri belum terlaksana sepenuhnya
sesuai dengan ketentuan dalam Kepmendag Nomor 350/MP/Kep/12/2001 karena belum aktif
melibatkan para pihak yang bersengketa dalam penentuan metodee penyelesaian sengketa.
Sedangkan dalam pandangan Hukum Islam, penyelesaian sengketa dengan cara mediasi di
UPT PK Kediri apabila ditinjau dari KHES merupakan bentuk dari akad as-shulh dan proses
penyelesaian di BPSK telah memenuhi syarat tahkim.
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ABSTRACT

Lestari, Shela Ertriya, 18220086, 2022. Application of the Principle of Balance in Financing
Dispute Resolution Efforts through the Consumer Dispute Settlement Board from an
Islamic Law Perspective (Case Study at the Consumer Dispute Settlement Board of
Kediri). Thesis. Sharia Economic Law Study Program. Sharia Faculty. Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Iffaty Nasyi‘ah, M.H.

Keywords: Consumer Dispute Settlement Board, Consumer Dispute, Principle of Balance

In resolving consumer disputes, BPSK still has not applied the principle of balance
because it is not based on the agreement of both parties. This is contrary to the provisions
contained in the Ministry of Trade Number 350/MP/Kep/12/2001.

From this background, the purpose of this research is to examine the application of the
principle of balance in an effort to resolve financing disputes through BPSK of Kediri and the
view of Islamic law on the application of the principle of balance in an effort to resolve
financing disputes through non-litigation channels.

This type of research uses empirical research at UPT PK Kediri and BPSK of
Kediri. Then using a sociological juridical approach with primary data sources, secondary
data, and tertiary data obtained through online and offline interviews, observations and
documentation.

The results showed that the application of the principle of balance in an effort to resolve
financing disputes through BPSK of Kediri was not in accordance with the provisions of the
Ministry of Trade Number 350/MP/Kep/12/2001 because it did not involve the disputing
parties in determining the method of dispute resolution. Meanwhile, in the view of Islamic law,
dispute resolution by means of mediation at UPT PK Kediri when viewed from KHES is a
form of as-shulh requirements tahkim.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang ketergantungan antar
individu maupun kelompok sangatlah besar. Dalam menjaga hubungan
tersebut agar tetap baik guna menyelenggarakan atmosfer kehidupan yang
sehat, damai dan tercipta ketertiban dalam kehidupan manusia oleh karena
itu hukum hadir sebagai sebuah alat perlindungan bagi individu maupun
kelompok tersebut dalam melakukan interaksi, salah satunya guna
memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi,
mencegah, mempertahankan, dan membentengi.t

Manusia adalah salah satu subjek hukum dan perlindungan sangatlah
dibutuhkan oleh subjek hukum dalam melakukan interaksi antar individu
maupun kelompok, karena dalam hubungan tersebut akan timbul hak dan
kewajiban antar pihak. Dalam menjalin sebuah interaksi, setiap pihak tentu
memiliki kepentingan masing-masing, baik yang saling berhubungan
bahkan bisa saling berlawanan. Melihat fenomena tersebut, perlindungan
hukum hadir guna mengatur dan mengawasi kepentingan antar pihak

tersebut.

! Kamus Besar Bahasa Indonesia, 392



Tertuang dalam Alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat tujuan negara Indonesia
salah satunya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan kepada masyarakat
Indonesia yakni pembentukan sebuah regulasi yang dapat memberikan

kepastian hukum bagi Rakyat Indonesia.

Seiring berkembang pesatnya dunia ekonomi, permasalahan dalam
dunia ekonomi semakin beragam, salah satunya adalah permasalahan yang
mungkin timbul antara konsumen dan pelaku usaha dalam menjalankan
roda perekonomian. Permasalahan yang timbul antara pelaku usaha dan
konsumen disebut sengketa konsumen yang termasuk dalam ranah hukum
perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah sebuah
hukum yang memberikan jaminan tentang adanya kepastian hukum dalam

upaya penyelenggaraan perlindungan bagi konsumen.

Konsumen merupakan keseluruhan dari Masyarakat Indonesia yang
dapat membantu pengembangan perekonomian nasional oleh karena itu
konsumen berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan terhadap
konsumen ini dinilai cukup penting karena dapat menciptakan atmosfer
masyarakat yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mendorong
pembangunan nasional oleh karena itu Undang-Undang 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen dibentuk sebagai perwujudan hadirnya
negara dalam melindungi masyarakat sebagai konsumen. Keberhasilan

pemerintah dalam melaksanakan perlindungan terhadap konsumen dapat



menjadi pamareter kesuksesan cita-cita perekonomian Indonesia yang

berdaya saing dan berkeadilan.

Dalam pembahasan ini, terdapat 2 (dua) subyek utama vyaitu
konsumen dan pelaku usaha. Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang
menyatakan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau
jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

diperdagangkan.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha
setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.? Pelaku usaha bertindak
sebagai pihak yang bertanggung jawab menyediakan keperluan yang
dibutuhkan oleh konsumen dan konsumen adalah pihak pemakai atau pihak

yang memanfaatkan barang dan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.

Pada dasarnya pelaku usaha dan konsumen tercipta sebagai pihak-

pihak yang melakukan sebuah kegiatan simsiosis mutualisme dimana

2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999



pelaku usaha memerlukan konsumen dan begitupun sebaliknya, konsumen
membutuhkan pelaku usaha untuk mempermudah kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan hal tersebut terdapat hubungan yang erat antara pelaku usaha

dan konsumen sebagai penggerak kegiatan dibidang ekonomi.

Melihat realita dalam kehidupan bermasyarakat tentu akan timbul
banyak permasalahan atau sengketa. Sengekta, konflik atau perselisihan
adalah keadaan yang tidak sesuai atau bertentangan yang terjadi antara para
pihak yang akan maupun sedang mengadakan sebuah hubungan kerjasama.
3 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya hadirnya pelaku
usaha dan konsumen adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi dan
hubungan antara konsumen dan pelaku usaha adalah simbiosis mutualisme

atau hubungan yang posittif diantara keduanya.

Namun melihat realita yang terjadi, tidak semua hubungan dapat
berjalan dengan baik, begitupun juga dalam hubungan antara konsumen dan
pelaku usaha dapat saja terjadi adanya sengketa. Sengketa yang terjadi
antara konsumen dan pelaku usaha disebut dengan sengketa konsumen.
Lebih jelasnya terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mendefinisikan sengketa konsumen
sebagai sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut

ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan /atau menderita kerugian akibat

3 Joni Emerson, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi,
Konsiliasi, dan Arbitrasi), (Jakarta:Gramedia Pustaka,2001), 22.



mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan.* Dalam sengeketa konsumen, konsumen menuntut adanya
pertanggung jawaban atas kewajiban pelaku usaha yang seharusnya
dilaksanakan dan kewajiban pelaku usaha tersebut merupakan hak dari

konsumen.

Dalam membangun kehidupan perekonomian, tidak sedikit
masyarakat menggunakan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh sebuah
lembaga jasa keuangan. Dalam hal ini konsumen bertindak sebagai pihak
yang menerima bantuan pembiayaan dan yang bertindak sebagai pelaku
usaha atau pemberi bantuan pembiayaan adalah lembaga jasa keuangan.
Dalam keadaan ini hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha
adalah hubungan debitur dan kreditur yang timbul dari akibat adanya
perjanjian pergerakan dana antara debitur (konsumen) dan kreditur

(lembaga jasa keuangan).

Perjanjian antara para pihak tersebut akan menjadi sah apabila dibuat
dan disetujui oleh para pihak dengan tidak melanggar peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian tersebut juga memuat
asas kepastian hukum dan asas pacta sunt servanda sebagaimana ketentuan
dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Dalam hubungan hukum tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi

4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020



sebuah sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal ini lembaga
jasa keuangan. Sengketa pembiayaan ini dapat terjadi disebabkan oleh
beberapa faktor yang muncul dari pihak konsumen ataupun pihak lembaga

jasa keuangan atau terdapat kemungkinan timbul dari kedua belah pihak.

Indonesia mengenal 2 (dua) metode atau jalur penyelesaian sengketa
yang dapat ditempuh yaitu melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan
jalur non-litigasi (di luar pengadilan). Adapun 2 (dua) metode penyelesaian
sengketa ini juga diberlakukan dalam upaya penyelesaian sengketa
konsumen di Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang
menyatakan bahwa Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh
melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela

para pihak yang bersengketa.’

Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya penyelesaian sengketa
dalam hal ini adalah sengketa konsumen, merupakan hak mutlak para pihak
dalam memilih tata cara penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para
pihak tersebut dalam hal ini adalah konsumen dan pelaku usaha. Namun
sering terjadi dalam praktiknya, salah satu pihak memilih dengan sepihak

terkait choice of forum penyelesaian sengketa konsumen yang dialaminya.

Pemilihan metode penyelesaian sengketa ini harus atas kesepakatan

pihak-pihak yang bersengketa. Apabila hubungan hukum antara pelaku

5> Undang-Undaang Nomor 8 Tahun 1999



usaha dan konsumen melalui sebuah perjanjian yang dalam perjanjian
tersebut terdapat klausul-klausul penyelesaian sengketa maka yang
dijadikan dasar pemilihan jalur penyelsaian sengketa konsumen tersebut
adalah sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam perjanjian tersebut. Hal ini
dilakukan agar tidak mencederai asas-asas dalam perjanjian yaitu asas

kepastiaan hukum dan asas pacta sunt servanda.

Dalam proses penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi atau melalui
proses pengadilan hal ini dilakukan sebagaimana dalam pengaturan hukum
acara yang berlaku yakni pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan
gugatan kepada peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum yang
berlaku. Lebih lanjut terkait penyelesaian sengketa melalui pengadilan
dijelaskan dalam Pasal 48 j.o Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau jalur
pengadilan ini dinilai kurang efektif baik dalam waktu, biaya maupun tenaga
oleh karena itu sebagian masyarakat lebih memilih jalur non litigasi sebagai
metode penyelesaian sengketa. Meskipun demikian ketika telah terjadi
kesepakatan untuk penyelesaian sengketa dengan menggunakan metode
penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menutup kemungkinan para
pihak yang merasa penyelesaian melalui jalur non-litigasi dinilai tidak
berhasil maka dapat mengajukan gugatan di pengadilan negeri sesuai
dengan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen. Dilihat dari pasal tersebut maka, pelaksanaan



gugatan kepada peradilan umum dibawah Mahkamah Agung yang sama
dengan gugatan pada non litigasi hanya dapat dilakukan ketika sengketa
dalam gugatan tersebut dinilai belum berhasil atau belum menemui ujung

penyelesaian sengketa.

Kementerian Perdagangan merilis sebuah data yang menunjukkan
kuantitas pengaduan konsumen yang diterima oleh Kementerian
Perdagagan Republik Indonesia yakni pada tahun 2019 terdapat 1.110
pengaduan konsumen dan sebanyak 931 pengaduan konsumen yang
diajukan pada tahun 2020.° Dengan melihat banyaknya pengaduan
konsumen dapat menimbulkan penumpukan kasus pada peradilan umum
sehingga mayoritas masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa
konsumen di luar pengadilan karena dinilai lebih efektif dan efisien dari segi

biaya dan waktu.

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pemerintah
menawarkan salah satu opsi alternatif dalam penyelesaian sengketa melalui
suatu badan yang berwenang menyelesaian sengketa konsumen di luar
pengadilan yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hadir sebagai solusi untuk

® Yohana Artha Uly, “Ini masalah yang Paling Banyak Diadukan Konsumen ke Kemendag”,
Kompas.com, 14 Januari 2021, diakses 23 Desember 2021,
https://money.kompas.com/read/2021/01/14/161500526/ini-masalah-yang-paling-banyak-
diadukan-konsumen-ke-kemendag?page=all




konsumen yang akan menyelesaiakan sengketa di luar badan peradilan

umum.’

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) diatur dalam BAB XI Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kemudian lebih lanjut diatur
dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta dalam ketentuan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020
tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. beberapa regulasi
tersebut berisi tentang segala hal terkait penyelesaian snegketa konsumen

melalu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Ditinjau dari segi Hukum Islam, penyelesaian sengketa dengan jalur
non-litigasi disebut dengan istilah Islah atau Al-Shulh yang didefinisikan
sebagai suatu kegiatan terpuji dan baik yang berhubungan dengan tingkah
laku manusia.® Dasar Hukum Islam yang menjelaskan tentang penyelesaian
sengketa melalui jalur non-litigasi ini secara general dijelaskan dalam QS.
Al-Hujarat ayat 9 dan QS. An-Nisa’ ayat 35. Kedua Ayat Al-Qur’an tersebut
memaparkan bagaimana upaya perdamaian secara adil bagi pihak-pihak

yang bersengketa.

7 Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 tahun 2020 tentang Bdan
Penyelesaian Sengketa Konsumen

8 Ahmad Hasan Basri dkk., “Alternatife Despute Resolution (ADR) dalam Sengekta Bisnis Islam
Perspektif Hukum Possitif daN Hukum Islam,” Al-Mabsut, No.2 (2021):250
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Di wilayah Jawa Timur, terdapat 5 (lima) Kantor Unit Pelaksana
Teknis Perlindungan Konsumen yang membentuk sebuah lembaga non
litigasi yang betugas menyelesaiakan sengketa konsumen yaitu Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di wilayah
Surabaya, Malang, Kediri, Bojonegoro dan Jember.® Dalam
pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ini
dipandang dapat meningkatkan poin Indeks Keberdayaan Konsumen
(IKK) di Jawa Timur. Dengan meningkatnya angka Indeks Keberdayaan
Konsumen artinya masyarakat telah teredukasi untuk lebih kritis dalam
menilai sebuah produk maupun pelayanan yang diterima oleh
masyarakat sebagai konsumen.

Berdasarkan data yang bersumber dari penelitian Indeks
Keberdayaan Konsumen (IKK) pada tahun 2020 yang dilakukan oleh
Kementerian perdagangan di 34 Provinsi di Indonesia menunjukkan,
tingkat keberdayaan konsumen nasional berada pada poin 49,07% atau
berada dalam taraf mampu yang artinya masyarakat sebagai konsumen
sudah mengerti akan haknya sebagai konsumen dan dapat menetukan
pilihan terbaik untuk dikonsumsi namun dinilai belum aktif dalam upaya

memperjuangkan haknya.!® Hal ini menunjukkan bahwa masih

9 Kominfo Jatim, “Disperindag Jatim Sosialisasi Pentingnya Perlindungan Konsumen untuk
Pemuliha Ekonomi”, Kominfo Jatim, 11 November 2020, diakses 23 November 2021,
http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/disperindag-jatim-sosialisasi-pentingnya-
perlindungan-konsumen-untuk-pemulihan-ekonomi

10 Lukman Hakim, “Survei IKK:Konsumen Indonesia Sudah Kenali Haknya, Tapi Belum
Memperjuangkan”, ldxchannel.com, 21 April 2021, diakses 23 Desember 2021,
https://www.idxchannel.com/economics/survei-ikk-konsumen-indonesia-sudah-kenali-haknya-
tapi-belum-memperjuangkan
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kurangnya edukasi tentang penyelesaian sengketa konsumen pada
masyarakat sehingga perlindungan konsumen memerlukan perhatian

lebih.

Penulis memilih penelitian di UPT Perlindungan Konsumen Kediri
yang memiliki lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Kota Kediri karena
Badan Penyelesaian Sengketa Kota Kediri telah banyak menyelesaikan
sengketa pembiayaan konsumen sehingga penulis memiliki cukup data

untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Terdapat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan tentang tugas dan
wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam poin a
dijelaskan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang
melaksankan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui 3
(tiga) cara yaitu melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase.!*

Kemudian terdapat penjelassan lebih lanjut yang terdapat dalam Pasal
4 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan
bahwasannya penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) melalui cara konsiliasi atau mediasi atau

arbitrase dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang

11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
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bersengketa.’> Berdasarkan dari 2 (dua) ketentuan tersebut dapat
disimpulkan bahwasannya pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen
baik melaui Itigasi maupun non litigasi dalam hal ini adalah melalui Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sangat memperhatikan dan
menjunjung tinggi kesetaraan dan pendapat para pihak yang bersengketa
agar tercipta suasana yang tidak menengangkan dan menjunjung tinggi nilai
keseimbangan.

Melihat realita sering kali ditemukan dalam proses penyelesaian
sengketa pembiayaan, banyak ditemukan konsumen (debitur) memilih
secara sepihak tanpa sepengetahuan dari pelaku usaha (Lembaga Jasa
Keuangan) metode penyelesaian sengketa konsumen. Konsumen
melakukan pengaduan dan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK), kemudian sengketa pembiayaan tersebut diterima oleh
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan adanya
gugatan yang diajukan oleh konsumen.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian
sengketa pembiayaan ini yaitu hubungan hukum yang timbul antara
konsumen (debitur) dan pelaku usaha (kreditur atau lembaga jasa keuangan)
terjadi karena adanya perjanjian atau kontrak. Seharusnya perjanjian atau
kontrak ini menjadi salah satu hal yang harus ditaati dan dipertimbangkan

oleh debitur dan kreditur dalam menentukan metode penyelesaian sengketa.

12 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor
350/MPP/KEP/12/2001
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Namun tidak menutup kemungkinan dalam kontrak tersebut tidak terdapat
klausul cara penyelesaian sengketa dan sesuai dengan amanat dari Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 hal ini harus dipilih secara sukarela oleh
pihak yang bersengketa.

Apabila terdapat konsumen yang melakukan pengaduan kepada
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kemudian Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menerima dan melaksanakan
aduan konsumen tersebut, kemudian dalam proses penyelesaian sengketa
tersebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak melibatkan
para pihak dalam proses penentuan metode penyelesaian sengketa yang
terdapat dalam Pasal 52 poin a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tersebut maka hal ini dinilai menciderai amanat dalam pasal 45 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan
Pasal 4 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan
bahwasannya penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK).

Asas keseimbangan adalah salah satu asas dari 5 (lima) asas yang
disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Asas merupakan sebuah dasar atau latar belakang
pembentukan sebuah regulasi. Asas keseimbangan dalam hal ini dirancang

dengan tujuan memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen,
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pelaku usaha dan pemerintah baik dalam segi materiil maupun spiritual .*®
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan derajat baik
konsumen, pelaku usaha, maupun pemerintah dalam pelaksanaan
perlindungan konsumen.

Hal tersebut juga diterangkan dalam Hukum Islam yaitu salah satunya
terdapat dalam QS Al Hujarat ayat 13 yang artinya “Hai manusia,
sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di
antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu”.
Islam mengajarkan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama,
agar tidak terjadi diskriminatif terhadap sesama manusia, sehingga
tewujudlah asas keseimbangan ini dalam kehidupan manusia.

Sebuah regulasi atau perundang-undangan dibuat untuk melindungi
seluruh pihak yang berkaitan dengan regulasi tersebut bukan hanya salah
satu pihak saja. Hal ini juga merupakan amanat dari Pancasila Sila Ke-2
yang menyatakan “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan Pancasila Sila
Ke-5 yang menyatakan “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Telah menjadi tanggung jawab penuh pemerintah dalam upaya
peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta meningkatnya kegiatan

penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen yang hal

13 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor
350/MPP/KEP/12/2001
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ini telah dijelaskan dalam Pasal 29 poin ¢ Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal tersebut menyebutkan
adanya peningkatan penilitian dalam bidang perlindungan konsumen juga
dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan
konsumen oleh karena itu topik pembahasan ini layak untuk dikaji lebih
lanjut. Kemudian atas beberapa hal diatas muncul beberapa topik yang perlu
dilakukan pengkajian lebih lanjut tentang penerapan asas keseimbangan
terhadap upaya penyelesaian sengketa pembiayaan melalui Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas dapat

dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas keseimbangan terhadap upaya
penyelesaian sengketa pembiayaan melalui Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri?

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penerapan asas
keseimbangan dalam upaya penyelesaian sengketa pembiayaan

melalui jalur non-litigasi ?

C. Tujuan Penelitian
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Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi
penulis dalam menggali penelitian sehingga penulis dapat menemukan hasil
penelitian yang sesuai dengan hasil yang diharapkan dan bermanfaat.
Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka dapat disimpulkan
beberapa tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menggambarkan penerapan asas keseimbangan terhadap upaya
penyelesaian sengketa pembiayaan melalui Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK);

2. Mengkaji pandangan Hukum Islam terhadap penerapan asas
keseimbangan dalam upaya penyelesaian sengketa pembiayaan

melalui jalur non-litigasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengn
harapan bisa menjadi masukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan
bagi akademisi khususnya dalam hal penyelesaian sengketa pembiayaan
konsumen yang sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
a. Penelitian ini dapat menjadi salah satu pengembang unsur
pengetahuan dalam bidang hukum perlindungan konsumen
tertutama tentang penyelesaian sengketa pembiayaan melaui jalur

non litigasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
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b. Dapat menjadi salah satu referensi bagi masyarakat Indonesia dalam
memahami cara penyelesaian sengketa pembiayaan melaui jalur non
litigasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

c. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi
Badan Penyelesaian Sengketa Kota Kediri agar kedepannya dapat
memberikan pelayanan yang terbaik bagi pihak-pihak pencari

keadilan.

E. Definisi Operasional

a. Asas keseimbangan juga bisa disebut sebagai equal equilibrium. Asas
ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadinya ketimpangan antara
para pihak dalam hal hak dan kewajiban. Asas keseimbangan
merupakan salah satu asas dari 5 (lima) asas yang dijelaskan dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. dalam penjelasan pasal demi pasal, asas keseimbangan
didefinisikan sebagai sebuah asas yang diharapkan dapat berkontribusi
dalam pelaksanaan perlindungan konsumen dalam hal kesederajatan
kepentingan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah baik secara
materiil ataaupun spiritual.

b. Sengketa konsumen dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha

dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan,
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pencemaran, dan /atau menderita kerugian akibat mengonsumsi barang
dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.*

c. Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai
barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup
lain dan tidak untuk diperdagangkan.®®

d. Pelaku usaha dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan
atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan
dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha
dalam berbagai bidang ekonomi.®

e. Pembiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata
yang berasal dari kata biaya yang didefinisakn sebagai uang yag
dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu. Kata
pembiayaan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan
dengan biaya.’

f. BPSK dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik

Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa

14 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020

15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
17 Kamus Besar Bahasa Indonesia
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Konsumen adalah badan yang bertugas menangani masalah dan

menyelesaiakan Sengketa Konsumen. 18

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini sehingga secara
garis besar penulis membagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab
berkesinambungan satu sama lain menyelaraskan substansi pokok bahasan.
Sehingga sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas :

Bab | Pendahuluan, bagian ini berisi beberapa sub bab meliputi latar
belakang yang membahas secara singkat tentang urgensi masalah yang akan
diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan batasan masalah yang bertujuan
untuk memberikan batasan pembahasan agar tidak meluas dan fokus pada
inti masalah yang akan diteliti. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang
diangkat dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan tujuan penelitian yang
akan dicapai dalam penelitian ini dan manfaat penelitian yang akan didapat
akibat dari dampak diadakannya penelitian ini. Selanjutnya adalah definisi
operasional yang berisi definisi-definisi variabel yang akan diteliti.
Kemudian penelitian terdahulu yang dapat menjadi batasan dan acuan
penulis dalam melakukan penelitian agar tidak terjadi kemiripan dengan
karya ilmiah yang pernah dipublikasikan sebelumnya. Sistematika

pembahasan menjadi sub bagian terakhir dalam bab ini.

18 peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020
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Bab Il Tinjauan Pustaka, bagian ini diawali dengan sub bab
penelitian terdahulu yang merupakan beberapa hasil penelitian yang telah
dilaksanakan yang menjadi acuan pembeda dengan penelitian ini baik
berupa skripsi dan jurnal-jurnal terbaru. Kemudian sub bab tinjuan pustaka
yang akan akan mengulas tentang teori-teori yang berkaitan dengan upaya
penyelesaian sengketa konsumen yang akan diteliti sebagai bahan analisis
data yang telah dikumpulkan oleh penulis yang bersumber dari penelitian
lapangan.

Bab 111 Metode Penelitian, bagian ini berisi tentang metodelogi yang
akan dipilih penulis dalam melakukan penelitian ini seperti jenis penelitian,
pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode
pengolahan data. Hal ini diperlukan untuk menjadi pedoman penulis dalam
proses penelitian.

Bab IV Paparan dan Analisis Data, bagian ini berisi tentang segala
hal yaang berkaitan dengan rumusan masalah yang diperoleh penulis selama
melakukan penelitian. Bagian ini menyajikan data-data baik yang berasal
dari pustaka maupun wawancara yang dilakukan oleh penulis yang dapat
menjadi jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun.

Bab V Penutup, bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi
kesimpulan atas pembahasan yang menjadi jawaban atas rumusan masalah
yang telah disusun. Kemudian saran yang menjadi masukan yang diberikan
penulis kepada pihak-pihak yang terlibat guna menjadi evaluasi untuk

dilakukan perbaikan kearah yang lebih baik.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Mengenai penelitian yang berhubungan dengan masalah penyelesaian sengketa
pembiayaan melaui jalur non litigasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK). Adapun beberapa penelitian yang memiliki korelasi dengan penelitian ini
antara lain :

a. Skripsi yang disusun oleh Valentino Persada Sitepu dengan judul “Penyelesaian
Sengketa dalam Kredit Konsumen dengan Pihak Perbankan (Studi Putusan Nomor
22/PDT.G/SUS/2016/PN.SIM)”.

Penelitian tersebut membahas tentang mekanisme pelaksanaan dalam
pemberian kredit perbankan, mengulas latar belakang terjadinya sengketa antara
perbankan dengan konsumen, dan menganalisis penyelesaian sengketa dalam
pembiayaan konsumen dengan pihak perbankan dalam Putusan Nomor
22/Pdt.G/Sus/2016/PN.Sim. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian yuridis normatif dengan sumber data berupa studi dokumen Putusan
Nomor 22/Pdt.G/Sus/2016/PN.Sim.

Hasil penelitian tersebut adalah sebelum konsumen mendapat pembiayaan
terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu pertama calon debitur
mengajukan permohonan kredit kepada pihak perbankan kemudian pihak
perbankan akan meneliti berkas kredit yang telah diajukan oleh debitur. Penelitian
ini meliputi uji kelayakan pemberian kredit kepada debitur. Kemudian apabila
perbankan menyetujui pemberian kredit maka calon debitur akan mendapat

pemberitahuan bahwa permohonannya telah disetujui berupa surat pemberitahuan
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persetujuan kredit. Selanjutnya mengulas latar belakang terjadinya sengketa dalma
hubungan ini dikarenakan terdapat wanprestasi oleh debitur yang tidak
melaksanakan kewajibannya dan dapat menyebabkan kredit macet. Selanjutnya
dalam analisa Putusan Nomor 22/Pdt.G/Sus/2016/PN.Sim, hakim menilai BPSK
tidak berwenang dalam menyelesaiakan sengketa antara debitur daan kreditur ini
karena dinilai BPSK tidak mengindahkan amanat dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian
terdahulu terdapat pada analisis putusaan Nomor 22/Pdt.G/Sus/2016/PN.Sim
menggunakan dasar hukum yang sama dengan penelitian ini yaitu Pasal 45 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada fokus
penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian terdahulu fokus
pada analisis putusan pengadilan tentang gugatan putusan BPSK. Sedangkan
Penelitian ini fokus pada penerapan asas keseimbangan dalam upaya penyelesaian

sengketa pembiayaan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

. Skripsi yang disusun oleh Tiara Dwi Ayu Lestari dengan judul “Penyelesaian
Sengketa Pembiayaan Konsumen melalui Mediasi oleh Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang (Studi Perkara Nomor:
26/P3K/V1/2020)”.

Penelitian tersebut membahas tentang proses penyelesaian sengketa
pembiayaan konsumen melalui mediasi oleh BPSK Kota Padang, menganalisis
pelaksanaan Putusan BPSK melalui mediasi oleh BPSKKota Padang dalam Perkara

Nomor 26/P3K/V1/2020 dan upaya hukum yang dilakukan ketika terdapat pihak
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yang tidak melaksanakan poin kesepakatan yang telah dibuat yang tertuang dalam
Putusan BPSK melalui mediasi oleh BPSK Kota Padang dalam Perkara Nomor
26/P3K/V1/2020.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis
penelitian deskriptif analisis yang menggunakan hasil wawancara dan observasi
serta studi kepustakaan yang relevan sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian tersebut adalah dalam Perkara Nomor 26/P3K/V1/2020
tenang sengketa pembiayaan telah diselesaikan dengan baik melalui mediasi oleh
BPSK Kota Padang, dalam perkata tersebut putusan BPSK dilaksankan dengan
sebaik mungkin oleh para pihak karena terdapat iktikad baik dari kedua belah pihak.
Putusan BPSK melalui mediasi tidak dapat dilakukan gugatan karena bersifat final
dan mengikat namun apabila perkara ini diputus melalui arbitrase ketika terdapat
salah satu pihak yang merasa keberatan terhadap putusan BPSK tersebut maka
pihak yang merasa keberatan tersebut dapat mengajukan keberatan ke pengadilan
negeri.

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah menggunakan dasar
hukum yang sama sebagai pisau analisis yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian penelitian terdahulu ini juga
melakukan penelitian pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dalam penelitian
terdahulu fokus pada pelaksanaan penyelesaian sengketa pembiayaan melalui
mediasi oleh BPSK dan analisis pelaksanaan putusan BPSK tersebut. Sedangkan
Penelitian ini fokus pada penerapan asas keseimbangan dalam upaya penyelesaian

sengketa pembiayaan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
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Skripsi yang disusun oleh Ade Fajar Febriana Sobandi dengan judul “Kewenangan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Taasikmalaya atas Kasus
Sengketa Pembiayaan Konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tetang Perlindungan Konsumen dalam Putusan BPSK Nomor : 011/A/BPSK-
Kota. Tsm/V/2017.

Penelitian tersebut menganalisis kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa
(BPSK) dalam penyelesaian sengketa pembiayaan dalam BPSK nomor:
011/A/Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)-kota. Tsm/V/2017 dengan
perundaang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian tersebut adalah yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Hasil penelitian tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) dinilai tidak berhak menyelesaikan segketa pembiayaan antara debitur dan
debitur yang dijelaskan dalam penelitian terdahulu tersebut. Dikarenakan sengketa
pembiayaan tersebut dinilai bukan merupakan sengketa konsumen melainkan
sengketa wanprestasi.

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini terdapat pada dasar hukum
yang digunakan yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai pisau
analisis. Kemudian perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini
adalah fokus penelitian yang menganalisis kewenangan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen.
Kemudian perbedaan juga terdapat dalam metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian.

Jurnal yang disusun oleh Agustine Azizah dengan judul “Kajian Yuridis Putusan

Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Sengketa pada Perusahaan Leasing dengan
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Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung
Nomor 210K/Pdt.Sus-BPSK/2015)”.

Penelitian tersebut membahas tentang upaya penyelesaian sengketa
pembiayaan yang diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
dalam Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 210K/BPSK/2015 dan
menganalisis pendapat Hakim Mahkamah Agung yang memutus bahwa Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang menangani perkara
sengketa pembiayaan konsumen yang dijelaskan dalam putusan tersebut. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif normatif
dengan sumber data dokumen Putusan Mahkamah Agung Nomor 210K/Pdt.Sus-
BPSK/2015.

Hasil penelitian tersebut adalah hakim berpendapat bahwa hubungan hukum
antara pelaku usaha dan konsumen terdapat perjanjian pembiayaan dengan disertai
penyerahan harta fidusia sehingga hakim menilai perkara ini bukanlah perkara
sengketa konsumen namun sengketa perjanjian yang menjadi ranah Pengadilan
Negeri sehingga hakim berpendapat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) tidak berhak menangani sengketa tersebut.

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini terdapat pada dasar hukum
yang digunakan yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai pisau
analisis. Kemudian perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini
adalah fokus penelitian yang menganalisis kewenangan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen
ditinjau dari pendapat hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor
210K/Pdt.Sus-BPSK/2015. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini

terdapat pada dasar hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Perlindungan
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Konsumen sebagai pisau analisis. Kemudian perbedaan antara penelitian terdahulu
dengan penelitian ini adalah fokus penelitian yang menganalisis kewenangan Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Jurnal yang disusun oleh Titia Tauhiddah, Busyra Azheri dan Yussy A. Mannas
dengan judul “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lembaga
Pembiayaan antara Badan Penyelesasian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)”.

Penelitian tersebut membahas tentang kewenangan penyelesaian sengketa
konsumen antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan pada Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa (LAPS). Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan
menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber data penelitian.

Hasil penelitian tersebut adalah dalam Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) selanjutnya terdapat dalam Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menyatakan bahwa Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berhak menyelesaikan sengketa
konsumen untuk konsumen akhir. Namun sering ditemukan bahwa ketika Putusan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam sengketa pembiayaan
sering dibatalkan oleh pengadilan dengan pendapat Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) tidak berhak menyelesaikan sengketa perjanjian. Kemudian

dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian
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Sengketa, OJK telah membuat 6 (enam) lembaga yang berwenang menyelesaian
sengketa sesuai dengan bidang masing-masing.

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini terdapat pada dasar hukum
yang digunakan yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai pisau
analisis. Kemudian perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini
adalah fokus penelitian yang menganalisis kewenangan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
(LAPS). Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini terdapat pada dasar
hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai
pisau analisis. Kemudian perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian
ini adalah fokus penelitian yang menganalisis kewenangan Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK)

Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No. Nama dan Judul Penelitian Isi Pembahasan Persamaan Perbedaan
1. | Valentino Persada  Sitepu |Penelitian tersebut | Menggunakan | Fokus
“Penyelesaian Sengketa dalam | membahas tentang | dasar hukum | penelitian

Kredit Konsumen dengan Pihak | mekanisme pelaksanaan | yang  sama | dan metode

Perbankan  (Studi  Putusan |dalam pemberian kredit | yaitu Pasal 45 | penelitian

Nomor perbankan, mengulas latar | ayat (2) | yang

22/PDT.G/SUS/2016/PN.SIM)” | belakang terjadinya | Undang- digunakan.

sengketa antara perbankan | Undang
dengan  konsumen, dan | Nomor 8
menganalisis penyelesaian | Tahun 1999
sengketa dalam pembiayaan | tentang

konsumen dengan pihak | Perlindungan
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perbankan dalam Putusan

Konsumen

Nomor sebagai pisau
22/Pdt.G/Sus/2016/PN.Sim. | analisis.
Tiara Dwi  Ayu  Lestari | Penelitian tersebut | Menggunakan | Penelitian
“Penyelesaian Sengketa | membahas tentang proses | dasar hukum | terdahulu
Pembiayaan Konsumen melalui | penyelesaian sengketa | yang  sama | fokus pada
Mediasi oleh Badan | pembiayaan konsumen | sebagai pisau | pelaksanaan
Penyelesaian Sengketa | melalui mediasi oleh BPSK | analisis yaitu | penyelesaian
Konsumen  (BPSK)  Kota | Kota Padang, menganalisis | Undang- sengketa
Padang (Studi Perkara Nomor: | pelaksanaan Putusan BPSK | Undang pembiayaan
26/P3K/V1/2020)” melalui  mediasi  oleh | Nomor 8 | melalui
BPSKKota Padang dalam | Tahun 1999 | mediasi oleh
Perkara Nomor | tentang BPSK dan
26/P3K/V1/2020 dan upaya | Perlindungan | analisis

hukum vyang dilakukan
ketika terdapat pihak yang
tidak melaksanakan poin

kesepakatan telah

yang
dibuat yang tertuang dalam

Putusan BPSK melalui

mediasi oleh BPSK Kota
Perkara

Padang dalam

Nomor 26/P3K/V1/2020.

Konsumen.
dan penelitian
terdahulu ini
juga
melakukan
penelitian
pada Badan
Penyelesaian
Sengketa

Konsumen

(BPSK).

pelaksanaan
putusan
BPSK

tersebut
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Ade Fajar Febriana Sobandi

“Kewenangan Badan

Penyelesaian Sengketa

Konsumen  (BPSK)  Kota

Taasikmalaya atas  Kasus

Sengketa Pembiayaan
Konsumen berdasarkan
Undang-Undang  Nomor 8

Tahun 1999 tetang
Perlindungan Konsumen dalam
Putusan BPSK  Nomor
011/A/BPSK-

Kota. Tsm/V/2017”.

Penelitian tersebut
menganalisis kewenangan
Badan Penyelesaian
Sengketa (BPSK) dalam
penyelesaian sengketa
pembiayaan dalam BPSK
nomor: 011/A/Badan
Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK)-
kota.Tsm/V/2017 dengan
perundaang-undangan yang

berlaku.

Menggunakan
dasar hukum
yang  sama
sebagai pisau
analisis yaitu
Undang-

Undang

Nomor 8
Tahun 1999
tentang

Perlindungan

Konsumen.

Fokus
penelitian
dan metode
penelitian
yang

digunakan.

Agustine  Azizah  “Kajian

Yuridis Putusan Mahkamah

Agung dalam Penyelesaian

Sengketa pada Perusahaan

Leasing dengan Badan

Penyelesaian Sengketa

Konsumen (Studi Kasus

Putusan Mahkamah Agung

Nomor 210K/Pdt.Sus-

BPSK/2015)”

Penelitian tersebut
membahas tentang upaya
penyelesaian sengketa
pembiayaan yang diputus
oleh Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen
(BPSK) dalam Perkara
Putusan Mahkamah Agung
Nomor 210K/BPSK/2015
dan menganalisis pendapat
Hakim Mahkamah Agung

memutus  bahwa

yang

Menggunakan
dasar hukum
yang  sama
sebagai pisau
analisis yaitu
Undang-

Undang

Nomor 8
Tahun 1999
tentang

Perlindungan

Konsumen.

Fokus
penelitian
dan metode
penelitian
yang

digunakan.
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Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen
(BPSK) tidak berwenang
menangani perkara
sengketa pembiayaan
konsumen yang dijelaskan

dalam putusan tersebut.

Titia Tauhiddah, Busyra Azheri | Penelitian tersebut | Menggunakan | Fokus
dan  Yussy A. Mannas | membahas tentang | dasar hukum | penelitian
“Kewenangan Penyelesaian | kewenangan penyelesaian | yang ~ sama | dan metode
Sengketa Konsumen Lembaga | sengketa konsumen antara | sebagai pisau | penelitian
Pembiayaan antara  Badan | konsumen dengan lembaga | analisis yaitu | yang
Penyelesasian Sengketa | jasa keuangan pada Badan | Undang- digunakan
Konsumen (BPSK) dengan | Penyelesaian Sengketa | Undang
Lembaga Alternatif | Konsumen (BPSK) dan | Nomor 8
Penyelesaian Sengketa (LAPS)” | Lembaga Alternatif | Tahun 1999

Penyelesaian Sengketa | tentang

(LAPS).

Perlindungan

Konsumen.

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen

a. Definisi Hukum Perlindungan Konsumen
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Sebuah hukum diciptakan untuk menjadi salah satu alat perlindungan bagi
subjek hukum. Hukum Perlindungan Konsumen diciptakan untuk melindungi
masyarakat sebagai konsumen yang bertindak sebagai subjek hukum dalam
hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia
memiliki sejarah yang cukup panjang dan memiliki latar belakang yang tidak
dapat dipisahkan dari adaanya beberapa gerakan perlindungan konsumen dari
beberapa negara di Benua Eropa dan Amerika.

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang memberikan sumbangsih
terbanyak dalam sejarah perkembangan perlindungan konsumen. Pada saat itu
di Amerika Serikat, perlindungan konsumen menjadi salah satu topik bahasan
utama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial politik dan hukum
dibuktikan dengan adanya penerbitan buku-buku tentang perlindungan
konsumen dan beberapa regulasi yang fokus utamanya untuk memberikan
perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen seperti regulasi tentang
makananan, obat-obatan dan kosmetik.®

Kemudian pada awal tahun 1970-an di Indonesia terbentuk sebuah yayasan
yang fokus dalam perlindungan konsumen yaitu Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI).2° Dengan berdirinya YLKI adalah sejarah awal perlindungan
konsumen ada di Indonesia. Kemudian beberapa tahun setelah itu di Kota
Semarang pada tahun 1988 muncul sebuah lembaga yang serupa dengan Y LKI
yaitu Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K). Bermula dari
adanya dua lembaga tersebutlah hingga saat ini banyak bermunculan lembaga-

lembaga yang fokus kepada perlindungan konsumen. Hal ini menandakan

19 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Grasindo, 2004) 35-44.
20 Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018) 25.
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bahwa Masyarakat Indonesia sudah secara aktif memberikan perhatian kepada
perlindungan konsumen.

Diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwasannya yang mejadi
subjek hukum dalam hukum perlindungan konsumen adalah konsumen dan
pelaku usaha. Dalam Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan konsumen sebagai setiap
orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak
untuk diperdagangkan. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) mendefinisikan
pelaku usaha sebagai setiap orang perseorangan atau badan hukum usaha yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesiaa, baik sendiri maupun bersamaa-sama melalui perjanjian

penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.?

b. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Menciptakan sistem perlindungan konsuman yang mengandung unsur kepastian
hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
merupakan salah satu tujuan adanya perlindungan konsumen yang tercantum
dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.?? Untuk terciptanya tujuan tersebut maka diperlukan adanya
regulasi yang mengatur secara pasti agar terwujudnya kepastian hukum dalam

penegakan perlindungan konsumen. oleh karena itu pada tanggal 20 April 1999

21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
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disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. secara spesifik memang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
adalah regulasi yang secara khusus membahas tentang perlindungan konsumen,
namun undang-undang tersebut bukan satu-satunya regulasi yang mengatur
tentang perlindungan konsumen terdapat beberapa regulasi yang muatannya
membahas tentang perlindungan konsumeen baik secara publik maupun privat,
yaitu sebagai berikut :
a) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
Hukum ekonomi syariah membahas tentang bagaimana tata cara
melaksanakan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai yang
diajarkan dalam agama Islam. Kajian tersebut secara singkat masuk ke
dalam kajian Figh Muamalah. Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi
menurut syariah juga tidak lepas dari upaya pemberian perlindungan kepada
para pihak yang melakukan kegiatan ekonomi tersebut.
Figih Mualamah memuat pembahasan tentang bermacam-macam kegiatan
transaksi yang secara teoritis bersumber pada kitab Figih dan dalam
pandangan hukum yang berlasu di Indonesia bersumber pada Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (KHES).%
b) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga
negara, perseorangan yang satu dan warga negara perseorangan yang lain.?*
Dalam kajian hukum perdata memuat hukum yang mengatur hubungan dan

sengketa-sengketa yang mungkin timbul antara konsumen dengan pelaku

23 Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018) 25.
24 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 1.
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usaha. Hal ini bertujuan untuk melindungi hakOhak masing pihak. Secara
umum dalam hukum perdata yang dijadikan dasar hukum adalah KUH
Perdata dan Hukum Dagang. Dalam kaitannya dengan kajian hukum
perlindungan konsumen ada beberapa muatan dalam KUH Perdata yang
membahas tentang cara melakukan pembelaan atas perbuatan yang tidak
sesuai yang menyebabkan pihak lain mengalami kerugian baik yang berasal
dari konsumen mapun pelaku usaha, yaitu sebagai berikut :
1. Perbuatan melawan hukum (PMH)
Perbuatan melawan hukum adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh
hukum yang mana pihak lain dapat menderita kerugian dan perbuatan
yang dilakukannya tidak berasal atau tidak didasari oleh adanya
perjanjian. Kerugian yang dialami dapat berupa kerugian materi maupun
immateri.
Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perbuatan
melawan hukum, yang membawa kerugian kepada oraang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut.?
Berdasarkan ketentuan tersebut sebuah perbuatan seseorang dapat
dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum harus memenuhi beberapa
ketentuan, yaitu sebagai berikut :
a. Perbuatan tersebut terbukti telah melawan hukum;
b. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pihak lain;
c. Perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kesalahan dan/atau

kelalaian;

25 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.?®

2. Wanprestasi
Wanprestasi adalah perbuatan tidak melaksanakannya prestasi yang
harus dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Alam hukum
perlindungan konsumen, wanprestasi mengakibatkan salah satu pihak
baik konsumen maupun pelaku usaha merasa dirugikan. Berbeda
dengan perbuatan melawan hukum, wanprestasi ini harus didasarkan
dengan adanya perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak dalam
hal ini adalah konsumen dan pelaku usaha. Ada beberapa bentuk
wanprestasi yang dapat timbul yaitu tidak ada pemenuhan prestasi,
terlampat  dalam melaksanakan prestasi, dan prestasi
dilaksanaakandengan tidak sebagaimana mestinya. Ada beberapa
tuntutan yang dapat timbul atas adanya wanprestasi adalah sebagai
berikut :
a. Pembatalan perjanjian
b. Pemenuhan perjanjian
c. Pembayaran ganti kerugian
d. Pembatalan perjanjiandisertai ganti kerugian

e. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian.?’

¢) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Hukum pidana dalam perlindungan konsumen tidak dijelaskan secara

eksplisit, namun hukum pidana ini hadir dalam hukum perlindungan

26 Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018) 89
27 Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018) 98
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konsumen sebagai penegak perlindungan konsumen tersebut. Ketentuan

hukum pidana yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen

seperti yang terdapat dalam ketentuan Paasal 204 dan 205 KUHP.

Ketentuan terrsebut berkaitan dengan hak yang harus diterima oleh

konsumen dalam mendapatkan informasi secara benar dari pelaku usaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen juga membahas beberapa ketentuan sanksi pidana yang

dijelaskan dalam Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen.

d) Undang-Undang lain yang muatannya memberikan perlindungan kepada

konsumen, yaitu sebagai berikut :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;

5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik;

7) dan lain-lain.

c. Asas-Asas dalam Perlindungan Konsumen
Setiap regulasi mengandung baik satu atau lebih asas hukum baik secara tersirat
maupun tersurat hal ini diperlukan untuk menjadi sebuah kaidah penguiji

a. Asas Manfaat
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Asas manfaat hadir dengan maksud untuk memberikan Kkepastian
bahwasannya regulasi tentang perlindungan konsumen ini akan
memberikan faedah tidak hanya kepada konsumen damun juga pelaku
usaha. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 2 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
yang menyatakan bahwa Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan
bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan
pelaku usaha secara keseluruhan.?®
b. Asas Keadilan
Asas keadilan mencita-citakan bahwasannya dengan adanya regulasi
perlindungan konsumen ini akan tercipta kesamarataan antara pelaku usaha
dan konsumen dalam melaksanakan prestasinya dan memperoleh haknya.
Hal ini dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
yang menyatakan bahwa Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi
seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan
kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya
dan melaksanakan kewajibannya secara adil.?°
c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah suatu keadaan dimana para pihak yang terlibat
dalam suatu perjaanjian harus berada dalam kedudukan atau posisi yang

seimbang, tidak ada dominan diantara para pihak, para pihak juga harus

28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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berada diposisi yang seimbang baik kedudukan maupun kepentingan hak
dan kewajiban para pihak.%° Dalam hukum Islam asas keseimbangan ini
termasuk dalam salah satu asas akad yang dapat memperngaruhi
pelaksanaan sebuah akad oleh para pihak yang terkait yaitu asas keadilan
dan keseimbangan prestasi.®

Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen ini bertujuan untuk
memberikan jaminan hukum kepada konsumen selaku pemakai produk atau
jasa bahwa akan memperolen manfaat dari produk atau jasa yang
dikonsumsinya dan konsumen mendapat kenyamanan dalam mengonsumsi
barang atau jasa dari pelaku usaha. Dalam mewujudkan Asas Keamanan dan
Keselamatan Konsumen ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen ini memberikan beberapa kewajiban dan larangan
yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha.®?

Asas Kepastian Hukum

Regulasi tentang perlindungan konsumen yang telah dibuat diharuskan oleh
ditaati dan dilaksanakan oleh konsumen dan pelaku usaha, serta negara
harus hadir dalam upaya memberikan kepastian hukum dan memberi

jaminan terlaksananya regulasi tersebut sebagaimana mestinya.

2. Tinjauan Umum Sengketa Konsumen

a. Definisi Sengketa Konsumen

30 Muhammad Iryadi, “Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian,”Hermeneutika, no.1(2021):101
31 Fathurrahman Azhari, “Qawaid Fighiyyah Muamalah”, (Banjarmasin:Lembaga Pemberdayaan Kualitas

Umat, 2015), 181.

32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
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Sengketa konsumen secara umum adalah sengketa yang timbul antara
konsumen dan pelaku usaha. Kemudian seacara spesifik sengketa pembiayaan
adalah sengketa yang timbul atas dasar adanya sebuah perjanjian pergerakan
dana antara debitur sebagai konsumen dan kreditur atau lembaga jasa keuangan
sebagai pelaku usaha. Sengketa pembiaayaan merupakan bagian dari sengketa
konsumen. 34
Sengekta konsumen ini seringkali timbul karena adanya salah satu pihak yang
tidak terpenuhi haknya sehingga meminta pihak lain yang berhubungan untuk
memenuhi kewajibannya. Seperti contoh konsumen tidak mendapatkan barang
yang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan pelaku
usaha, atau contoh lain pihak Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara sepihak
melakukan sita jaminan tanpa adanya pemberitahuan kepada debitur.
Dalam penyelesaian sengketanya sengketa pembiayaan ini diselesaikan
layaknya sengketa konsumen sehingga dasar hukum yang digunakan adalah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan
regulasi-regulasi lain yang berkaitan dan berlaku.

b. Mekanisme Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen
Bab X Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
membahas tentang tata cara penyelessaian sengketa konsumen. Secara umum
sengketa konsumen merupakan bagian dari sengketa perdata yang dapat
diselesaikan melalui peradilan yang berlaku di Indonesia. Kemudian diperjelas
melalui Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Noor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Penyelesaian sengketa

34 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001
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konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan

berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.®

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) cara

penyelesaian sengketa konsumen yakni melalui pengadilan dan di luar

pengadilan yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Melalui Pengadilan (Litigasi)
Dalam hal penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini dapat dilakukan
dengan cara pihak yang merassa dirugikan mengajukan gugatan kepada
Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama disesuasikan dengan objek yang
diperkarakan. Dalam hal penentuan Pengadilan Negeri atau Pengadilan
Agama yang akan dituju untuk pengajuan gugatan adalah disesuaikan
dengan kompetensi relatifnya. Hal ini bisa disesuaikan dengan tempat
tinggal tergugat atau disesuaikan dengan domisili hukum yang dipilih atau
yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelumnya.
Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 yang menyatakb bahwasannya Penyelesaian sengketa konsumen
melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peraadilan umum yang
berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.%¢ Dalam hal
pengajuan gugatan yang dimaksud adalah gugatan perdata sesuai yang
dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (3) hal ini tidak menghilangkan tanggung
jawab pidana bagi pihak yang melanggar.®’

b. Di Luar Pengadilan (Non-L.itigasi)

35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
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Pada umumnya sengketa konsumen lebih sering diselesaikan melalui jalur

non-litigasi atau di luar pengadilan karena dinilai lebih mudah, sederhana,

efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya. Seperti yang telah dijelaskan

dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen bahwasanya para pihak yang bersengketa diberi

kesempatan untuk memilih bagaimana cara menyelesaikan sengketa

tersebut baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Ada beberapa cara

yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan

sengketa konsumen mellaui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan, yaitu

a)

b)

Musyawarah antara Konsumen dan Pelaku Usaha

Konsumen yang merasa dirugikan dapat langsung melalukan negosiasi
atau musyawarah untuk mencapai mufakat atas sengketa yang terjadi.
Dalam hal ini konsumen berusaha mengkomunikasikan kendala-
kendala yang didapat saat mengonsumsi barang atau jasa dari pelaku
usaha dan menuntut ganti rugi secara langsung kepada pelaku usaha
dengan cara damai. Hal ini dinilai merupakan cara yang paling efektif
untuk dilakukan karena para pihak yang bersengketa memiliki
kemungkinan yang lebih besar untuk terwujudnya win-win solution.
Penyelesaian Sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK)

Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen mendefinisikan Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) sebagai badan yang bertugas menangani dan
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menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.*® Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur lebih lanjut dalam
dalam BAB XI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen kemudian lebih lanjut diatur dalam Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta dalam ketentuan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun
2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Dalam menyelesaikan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK), para pihak harus telah sepakat terlebih dahulu
tentang choice of forum penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) kemudian para pihak jugaa harus sepakat
tentang metode penyelesaian yang akan dipilih baik mediasi, konsiliasi,

maupun arbitrase.

3. Alternative Despute Resolution (ADR)

a. Definisi Alternative Despute Resolution (ADR)

Alternative Despute Resolution (ADR) adalah salah satu metode penyelesaian

sengketa. Alternative Despute Resolution (ADR) sering disebut dengan

penyelesaian sengketa non-litigasi atau penyelesaian sengketa di luar

pengadilan. Dalam Black’s Law Dictionary, Alternative Despute Resolution

(ADR)

didefinisikan sebagai tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan

(litigasi), seperti arbitrase atau mediasi.*® Dalam hukum positif, Alternative

38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

3 Black’s Law Dictionary
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Despute Resolution (ADR) diatur secara general dalam Undang-Undang Nomor
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam
regulasi tersebut disebutkan terdapat 4 (empat) cara dalam menyelesaikan
sengketa di luar pengadilan selain arbitrase yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi,
dan konsiliasi.*°
Dalam Hukum Islam Alternative Despute Resolution (ADR) disebut dengan
Islah atau As-Shulh yang didefinisikan sebagai suatu kegiatan terpuji dan baik
yang berhubungan dengan tingkah laku manusia.** Dalam hukum Islam,
Alternative Despute Resolution (ADR) merupakan suatu perbuatan yang
dihukumi sunnah. Dasar hukum dari Alternative Despute Resolution (ADR)
menurut Hukum Islam terdapat dalam QS. Al-Hujarat ayat 9 dan QS. An-Nisa’
ayat 35 yang secara general menjelaaskan tentang upaya perdamaian secara adil
bagi pihak-pihak yang bersengketa.

b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020
tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mendefinisikan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai suatu badan yang bertugas
menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen.*? Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen ini hadir sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Dalam melaksankan tugas dan wewenangnya Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) diatur dalam BAB Xl Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen kemudian lebih lanjut diatur dalam

40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

41 Ahmad Hasan Basri dkk., “Alternatife Despute Resolution (ADR) dalam Sengekta Bisnis Islam Perspektif
Hukum Possitif dan Hukum Islam,” Al-Mabsut, No.2 (2021):250

42 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020
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Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen serta dalam ketentuan Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) adalah sebuah lembaga non struktural yang dibentuk melalui Undang-
Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang beranggotakan
atas 3 (tiga) unsur, yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen.
Dalam upaya menyelesaikan sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh para
pihak yang bersengketa, hal ini dijelaskan dalam Pasal 52 poin a Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang
menyatakan bahwasannya dalam upaya penanganan dan penyelesaian sengketa
konsumen dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu sebagai berikut :
a) Arbitrase
Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tetang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengeketa mendifinisikan
arbitrase sebagai sebuah cara peenyelesaian suatu sengketa di luar peradilan
umum yang didsasrkan pada perjanjian arbitrase yang diabuat secara tertulis
oleh para pihak ynang bersengketa.*?
Arbitrase merupakan salah satu pilihan yang dapat dipilih oleh para pihak
yang bersengketa atas dasar pilihan sukarela para pihak sebagai cara
penyelesaian sengketa. Arbitrase ini merupakan proses penyelesaian

sengketa non-litigasi atau di luar pengadilan dengan cara para pihak

43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
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memilih seseorang yang merupakan anggota Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) baik yang berasal dari unsur konsumen dan pelaku
usaha untuk menjadi arbiter. Setelah terpilih arbiter dari pihak konsumen
dan pelaku usaha yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa, kemudian
kedua arbiter tersebut memilih arbiter ketiga yang berasal dari unsur
pemerintah yang akan ditunjuk sebagai ketua majelis arbiter dalam
penyelesaian sengketa tersebut.

Dalam proses penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) melalui arbitrase majelis Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK), hasil penyelesaian sengketa antara para pihak dibuat
dalam bentuk Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK).

Mediasi

Mediasi merupakan salah satu opsi untuk para pihak yang sedang
bersengketa yang akan menylesaiakna sengketanya di Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam upaya mediasi ini Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) berperan sebagai mediator dan berperan aktif
dalam upaya mencari solusi damai bagi para pihak yang bersengketa dengan
cara memberikan masukan, saran ataupun anjuran yang sesuia dengan
regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam proses penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) melalui mediasi majelis Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK), hasil penyelesaian sengketa antara para pihak dibuat
dalam bentuk perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak yang

bersengketa dan ditandatangani. Kemudian perjanajian tertulis tersebut
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dikuatkan oleh tanda tangan Ketua Majelis daan anggota Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
c) Konsiliasi
Dalam hal penyelesain sengketa melalui konsiliasi, Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) berperan sebagai konsiliator yang menjadi
penengah antara pihak yang bersengketa yang proses penyelesaian
sengketanya sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa.
Sama halnya dengan mediasi, hasil penyelesaian sengketa antara para pihak
dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak yang
bersengketa dan ditandatangani. Kemudian perjanajian tertulis tersebut
dikuatkan oleh tanda tangan Ketua Majelis daan anggota Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Dalam hal Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
memberikan putusan kepada para pihak yang bersengketa putusan tersebut
bersifat final dan mengikat yang mana hal ini dijelaskaan dalam Pasal 54 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Kemudian dalam hal memberi putusan sesuai dalam Paasal 55 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) harus telah menyelesaiakan sengketa atau
memberikan putusan setelah gugatan diterima maksimal 21 (dua puluh satu) hari

kerja.*

4. Tinjauan Teori Shulh

44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
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a. Definisi Shulh
Shulh berasal dari kata berbahasa arab yaitu #l<=ll yang berarti baik,
mendamaikan (pertikaian), dan memperbagus. Secara istilah kata Al-Shulh ini
diartikan sebagai suatu perjanjian yang dibuat untuk menyelesaikan
persengketaan antara para pihak yang bersengketa.*® Sayyid Sabiq
mendifinisikan bahwa #<ll merupakan suatu jenis akad atau perjanjian untuk
mengakhiri pertikaian dan permusuhan antara para pihak yang bersengketa atau
berperkara secara damai.*® Shulh dijelaskan secara terperinci dalam Bab X VIl
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pada era modern konsep Shulh
seperti halnya konsep mediasi hal ini ditinjau dari tahapan-tahapan atau proses
upaya penyelesaian sengketa Shulh sama seperti proses mediasi.

b. Dasar Hukum Shulh
Dasar hukum menjadi dasar atau sandaran yang digunakan dalam penerapan
suatu perbuatan hukum. Ada beberapa landasan dalam Hukum Islam yang
menjelaskan tentang Konsep Shulh, yaitu sebagai berikut :

1. QS. Al-Hujarat Ayat 9
% N 1. PR o £ gfc 270 2 (o 1% fo0 Lo o 48 e S
ilas 3V o Wpas) Eag 0L Lagiy 1550 sl (sl fe il O
& a0 Spiglediy Jaaly W s BB S0 A L eis ds s o
fii /‘3}3\

-

Artinya : “jika dua golongan orang beriman bertengkar damaikanlah

mereka. Tapi jika salah satu dari kedua golongan berlaku aniaya

45 Rahman Ambo Masse dan Muhammad Rusli Arbitrase Syariah (Makassar: t.p, 2017) 14
46 Sayyid Sabig, Figh al-Sunnah Jilid Il (Bairut:Dar al-Figr,2006), 938
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terhadap yang lain maka perangilah oran yang aniaya sampai kembali
kepada perintah bertindaklah benar. Sungguh Allah cinta akan oramg
yang bertindak adil (QS. Al-Hujarat: 9)"*

Hadits Riwayat Tirmidzi

oheog ade ) o A Jgoy OF st 2wl o 5l CGse oy e oy s L
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Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Auf
al-Muzani dari kakeknya dari ayahnya bahwa : Sesungguhnya
Rasulullah SAW telah bersabda Perdamaian itu dibolehkan antara kaum
muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal
atau menghalalkan sesuatu yang haram dan kaum muslimin terikat atas
perjanjian-perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan

sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram.”*®

Rukun dan Syarat Shulh
Menurut mayoritas ulama rukun Shulh ada 4 (empat) rukun Al-Shulh yaitu
sebgai berikut :

1. Mushalih atau para pihak yang melakukan akad Shulh. Akad yang

dimaksudkan adalah akad perdamaian yang dilakukan untuk tujuan

perdamaian atas sengketa yang terjadi diantara paa pihak tersebut. Dalam

47 Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahanya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah), 324
8 Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi juz Il, (Beirut: Daar al-Fikr, 1974)

403
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hal ini juga dilakukan perumusan akta perdamaian yang disepakati oleh para
pihak yang bersengketa;

2. Mushalih ’anhu adalah suatu hal yang disengketakan;

3. Mushalih bih adalah suatu hal yang dilaksanakan oleh salah satu pihak yang
bersengketa kepada pihak lainnya dengan tujuan untuk menmukan jalan
damai. Hal ini sering disebut dengan istilah badal al-shulh;

4. Shighat ijab gabul atau ucapan akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak

yang bersengketa dengan tujuan untuk perdamaian.*®

Kemudian ada persyaratan yang berkaitan dengan mushalih (orang yang
berdamai) yang dijadikan sah atau tidaknya Al-Shulh tersebut yaitu seorang
mushalih haruslah cakap hukum, bukan anak kecil dan tidak menderita

gangguan jiwa.*

d. Syarat Shulhu
Terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam melakukan Al-Shulhu.
Syarat-syarat ini berkaitan dengan objek perselisihan (mushlih bih) maupun
dengan persoalan yang diperselisihkan atau sengketa (mushalih ‘anhu), yaitu
sebagai berikut :
1. Adanya ijab dan gabul yang disampaikan oleh para pihak yang bersengketa
yang melakukan akad;
2. Objek perselisihan (mushalih bih) merupakan harta benda maupun jasa yang

memiliki nilai kemanfaatan;

4 Dewi Riza Lisvi Vahlevi, “Konsep Shulh dan Tahkim Sebagai Alternatif dalam Upaya Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah di Era Modern,” Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, no. 2 (2021): 84
%0 Sayyid Sabig, Figh Al-Sunnah, 152
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3. Perdamaian yang dilakukan merupakan sebuah perdamaian yang terjadi
pada hal-hal yang tidak dilarang oleh agama;

4. Sengketa yang terjadi merupakan sengketa yang timbul secara pribadi dari
pihak-pihak yang melakukan perdamaian;

5. Sengekta yang disengketakan harus jelas bukan samar;

6. Sengketa yang diperdamaikan memiliki nilai atau kemanfaatan.®!

5. Tinjauan Teori Tahkim

a. Definisi Tahkim

Tahkim berasal dari kata berbahasa arab yaitu aSa3 — aSay -2Sa yang berarti
menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.>? Secara istilah tahkim
didefinisikan sebagai berserahnya para pihak yang bersengketa kepada
seseorang (hakam) yang telah mereka tunjuk untuk memberikan keputusan atas
masalah atau sengketa yang terjadi diantara para pihak tersebut. Pada masa
sekarang, tahkim ini disamakan seperti arbitrase. Tahkim adalah berlindungnya
dua pihak yang sedang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan
setujui rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan masalah mereka,
berlindungnya orang yang bersengketa pada orang yang mereka tunjuk (sebagai
penengah) untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisinan diantara
mereka.>

Dalam masa pada saat ini tahkim dapat disamakan seperti arbitrase yang

menunjuk arbitor sebagai pihak yang diamanati untuk menyelesaikan sengketa

1 Helmi Karim, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 57.
52 Liwis Ma’luf, AI-Munjid al-Lughah wa Al-A’lam, (Daar al-Masyriq: Beirut, tt) 146
53 Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1750
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yang terjadi antara para pihak yang bersengketa. Pada zaman dahulu tahkim
juga dapat diartikan sebagai sebuah lembaga yang menangani perselisihan antar
individu.

Sebelum peradaban Islam, lembaga tahkim telah hadir pada kalangan Nasrani
yang meminta Paus untuk menyelsaikan sengketa yang ditujukan keepadanya.
Kemudian dalam orang-orang arab, yang menjadi seorang penengah adalah
kepala suku atau orang yang dihormati pada masa tersebut yang dijadikan
sebagai penengah atau pihak yang diamanati untuk menyelesaikan sengketa.
Pada saat Islam datang, yakni pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW,
terdapat beberapa peristiwa yang menimbulkan sengketa sehingga
diterapkanlah takim guna menyelesaikan sengketa.

Salah staunya pada peristiwa renovasi Ka’bah. Pada masa tersebut masyarakat
Arab berebut menjadi peletak batu hajar aswad kembali ke posisi semula,
sehingga Rasulullah melakukan sayembara bahwa besok bagi orang yang
bangun paling pagi adalah orang yang berwenang untuk mengangkat batu hajar
aswad dan mengembalikannya ke posisi semula. Namun sayembara tersebut
tidak membuahkan hasil, karena semua orang telah bangun pagi serentak.
Kemudian masyarakat tersebut meminta Nabi Muhammd SAW yang kala itu
belum menerima wahyu sebagai Rasul untuk menjadi penengah diantara
mereka. Nabi melepaskan sorbannya dan meletakkan Hajar aswad tepat
ditengah sorban tersebut. Nabi memutuskan untuk semua suku menunjuk salah
satu pihak dalam suku mereka untuk mewakili suku tersebut mengangkat hajar

aswad dan mengembalikan ke tempatnya dengan cara diangkat bersama-sama
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menggunakan sorban nabi tersebut. Gagasan nabi tersebut disambut baik oleh
semua pihak dan terjadilah perdamaian diantara mereka.>*

b. Dasar Hukum
Ada beberapa landasan yang dijadikan dasar diberlakukannya tahkim, yaitu
sebagai berikut :

1. QS. An-Nisa ayat 35
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Artinya: “Wahai Rasulullah; Sesungguhnya, ketika kaumku berselisih
dalam suatu hal, mereka datang kepadaku lalu aku memberi keputusan
hukum di antara mereka, lalu kedua belah pihak yang berselisih pun rela
dan setuju kepadaku. Rasulullah saw bersabda kepadanya “betapa
bagusnya hal seperti itu >°

2. QS. An-Nisa ayat 114

3458 ) T3 ) AT 2 S alil 3r s 13036 g Blas 23is O

Fd e 082 &1skgis 4
Artinya : “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya,
maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seornag juru

damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud

54 samir Aliyah, dkk., Sistem Pemerintahan Peradilan & Adat dalam Islam, (Jakarta: Khalifa: 2004), 328
%5 Kementerian Agama, Al-Qu’an, diakses pada 10 Februari 2022 https://quran.kemenag.go.id/sura/4/35




53

mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri
itu. Sungguh Allah Maha Teliti Maha Mengenal ">®

3. QS. An-Nisa ayat 128

8 0.
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Artinya : “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz
atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian
yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun
manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki
(pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap
acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu
kerjakan. "’

4. QS. Al-Hujarat ayat 9
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Artinya : “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang,

maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat

%6 Kementerian Agama, Al-Qu’an, diakses pada 10 Februari 2022 https://quran.kemenag.go.id/sura/4/114
57 Kementerian Agama, Al-Qu’an, diakses pada 10 Februari 2022 https://quran.kemenag.go.id/sura/4/128
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zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang
berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.
Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah
antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah
mencintai orang-orang yang berlaku adil.

5. Hadits Riwayat Hani bin Yazid bin Hanik bin Abu Syarih
SE G b 6 enr s mo g ade A Lo ) Jgey JL 3y U Sls e
S LT 5SS o ¢ WS g 1 0 1 JU g ade B Lo A (g olen
JUb (il WS b (o onSomd a9l 8 (3 Vpdadl 13] agd Of 1 Ui
rr d B Sl Gl L dda T Lot ey e B o B gy

(C"J‘:‘ ﬁf los P RR o telr eley ) C'*’f&jj sl ZJB ca\f\)\-&.,.cj ‘H‘M"j

Artinya : “Dari Hani r.a. : Sesungguhnya dia bersana para kaumnya ketika
datang kepada Rasulullah S.A.W. mendengar mereka menjuluki Hani
dengan Abu Al-hakam, maka Rasulullah S.AW. memanggilnya dan
bersabda: Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana, dan Kebijaksanaan akan
kembali pada Allah, Maka janganlah kamu menjuluki dengan Abu Al-
hakam? (Kalo kurang pas bisa di ganti: Maka kenapa kamu menjulukimu
dengan Abu Al-hakam?). Maka Hani r.a. menjawab: Sesungguhnya ketika
kaumku berselisin dalam datu hal mereka mendatangiku maka aku

menengahi (menghakimi) diantara mereka, dan mereka rela (baikan)

8 Kementerian Agama, Al-Qu’an, diakses pada 10 Februari 2022 https://quran.kemenag.go.id/sura/49/9
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diantara keduanya, Maka Rasulullah SAW. bersabda: Bukankah lebih
bagus seperti ini, Apakah kamu memiliki anak? Hani Menjawab: Syarih,
dan Muslim, dan Abdullah, Rasulullah bersabda: Siapakah diantara
mereka yang paling tua? Hani menjawab: Syarih, Rasulullah SAW

bersabda: Maka kamu adalah Abu Syarih.%

c. Syarat Tahkim

Ada beberapa syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan tahkim yaitu sebagai

berikut :

1.

Pihak yang berkaitan dengan tahkim, baik para pihak yang bersengketa
maupun hakam. Seluruh pihak harus menehuni syarat cakap hukum;

Pihak yang berkaitan dengan tahkim, baik para pihak yang bersengketa
maupun hakam harus memenuhi syarat memiliki kompetensi sebagai
seorang saksi;

Harus dapat berlaku adil bagi seseorang yang telah ditunjuk untuk
mendamaikan para pihak yang bersengeketa (hakam);

Dalam pelaksanaan tahkim berpedoman pada prinsip waqt al-tahki wa al-
hukm atau adanya keselarasan antara sengketa yang dipermasalahkan
dengan putusan sengketa tersebut;

Pemilihan hakam harus jelas dan pasti (mu ayyan);

Perkara yang disengketakan harus jelas dan digantungkan pada syarat-syarat

tertentu.®®

d. Kekuatan Hukum Putusan Tahkim

9 Aldorar Alsaniyyah Islamic Website, diakses pada 1 Juni 2022 https://dorar.net/hadith/sharh/82585
80 Rahman Ambo Masse dan Muhammad Rusli Arbitrase Syariah (Makassar: t.p, 2017) 29
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Para Ulama banyak memberikan pendapat terkait kekuatan hukum tentang
putusan tahkim berkaitan dengan kelanjutan putusan tersebut baik tentang
pelaksanaan putusan maupun yang berkaitan dengan pengadilan. Beberapa
ulama ada yang mengemukakan pendapat yang sama dan beberapa berbeda.
Menurut para ulama yang bermadzhab Maliki dan bermadzhab Hanbali
mengemukakan bahwa apabila seorang hakam yang memutuskan sebuah
sengketa dengan menggunakan dasar yang bersumber dari Al-Qur’an, hadits,
ijma’ dan tidak bertentangna dengan hal tersebut maka hakim yang berada di
pengadilan tidak berwenang melakukan pembatalan pada putusan hakam
tersebut.

Kemudian pendapat lain disampaikan oleh para tokoh ulama yang bermadzhab
Hanafi yang berpendapat bahwa ketika hakam telah memberikan keputusan
terkait sebuah sengketa antara para pihak yang bersengketa dan para pihak
tersebut telah rela da ikhlas menerima hasil keputusan hakam maka para pihak
tersebut telah terikat dengan isi dari putusan tersebut, namun ketika terdapat
sebuah kondisi dimana terdapat salah satu pihak mengadukan ke pengadilan
maka dapat terjadi 2 (dua) kemungkinan yaitu ketika hakim berpendapat serupa
dengan hakam maka hakim pengadilan tidak dapat membatalkan putusan
hakam melainkan menguatkan putusan hakam, namun ketika hakim pengadilan
tidak sependapat dengan hasil putusan hakam maka hakim pengadilan dapat

memberikan pendapat berbeda dan membatalkan putusan hakam.5*

1 Adeng Septi Irawan, “Manajemen Sengketa Lembaga Syariah di Indonesia”, Pengadilan Agama Sukamara, 2
Juni 2020 , diakses pada 10 Februari 2022
https://pa-sukamara.go.id/berita/artikel/448-lembaga-al-tahkim-dalam-konteks-hukum-peradilan-islam-di-
indonesia-sebuah-kajian



BAB Il

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun penelitian ini, pemilihan metode yang tepat sangatlah dibutuhkan untuk

mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Selain itu, hal ini diperlukan karena dapat

menjadi mekanisme penelitian yang efektif untuk memperoleh hasil penelitian yang

diharapkan dan dapat dipertanggung jawabkan. Berikut adalah metode penelitian yang

digunakan dalam penyusunan penelitian ini yakni sebagai berikut :

A. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dengan
memaparkan secara komprehensif terkait fenomena yang terjadi di masyarakat dengan
pandangan regulasi atau hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian empiris atau field
research ini digunakan dalam penelitian ini dengan maksud agar dapat dilakukan
identisikasi lebih mendalam terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat dan
interaksinya. Seperti contoh masyarakat sebagai konsumen dan Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen.
B. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan penelitian dalamn penelitian ini adalah pendekatan yuridis
sosiologis dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial
yang riil dan fungsional salam sistem kehidupan yang nyata.%?Perolehan pengetahuan

hukum secara empiris dengan cara langsung melihat objek penelitian adalah tujuan dari

52 Soerjono Soekato, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia Press, 2004), 80.

57



58

pendekatan penelitian yuridis sosiologis yaitu terkait bagaimana Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen Kota Kediri dalam menyelesaiakan sengketa konsumen.
C. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai tempat melaksanakan
penelitian adalah di UPT Perlindungan Konsumen Kediri Perlindungan Konsumen Kota
Kediri dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri yang berlokasi di Jalan
Sudaanco Supriaadi Nomor 3 Mojorotoro Kota Kediri. Adapun penulis memilih lokassi
penelitian tersebut disebabkan karena adanya ketertarikan mempelajari lebih tentang
proses penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dan Badan Penyelesaiaan Sengketa
Konsumen Kota Kediri telah banyak menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen

sehingga penulis memiliki cukup data untuk dilakukan penelitiaan lebih lanjut.

D. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder,
yaitu sebagai berikut :
1. Data Primer

Data primer ini diperoleh dari kegiatan wawancara dan observasi yang
dilakukan penulis kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan
pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai data primer adalah hasil wawancar,
observasi dan dokumentasi yang dilakukan penulis kepada Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen Kota Kediri serta dokumentasi yang bersumber dari Putusan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Dalam menggali data primer dengan wawancara terdapat beberapa pihak yang

penulis jadikan narasumber, yaitu sebagai berikut :
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a. Hery Lilik Sudarmanto, S.H., M.Hum selaku Ketua Anggota Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri;

b. Bambang Pujiono, S.H., M.H. selaku Anggota Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri dari unsur konsumen;

c. Yudi Widodo, ST selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen dan

Pelaku Usaha UPT Perlindungan Konsumen Kota Kediri.

Dalam menggali data primer dengan observasi, penulis mengikuti kegiatan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri yaitu melakukan

proses penyelesaian sengketa konsumen pada tanggal 14 Februari 2022.

Dalam menggali data primer dengan dokumentasi, penulis mengumpulkan
beberapa data cetak yaitu Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Kota Kediri Nomor 06/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr dan beberapa dokumen yang

berkaitan.

Data Sekunder

Data sekunder dapat diperoleh melalui hasil bacaan yang bersumber dari
literatur, buku-buku, jurnal, dan media lain yang memberikan informasi terkait
penelitian. Data sekunder ini diperlukan sebagai penunjang dan penguat data primer
yang telah diperoleh.

Data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah beberapa regulasi yang
berkaitan dengan Perlindungan Konsumen seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001

tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa
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Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, serta beberapa
regulasi yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya penulis juga menggunakan
buku-buku dan jurnal yang pembahasannya terkait dengan penelitian ini.
Kemudian untuk menambah muatan data dalam penelitian ini, penulis
menggunakan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kabupaten Kediri  Nomor
148/Pdt.Sus/2021/PN Gpr yang merupakan putusan hakim atas upaya pengajuan
permohonan keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Kota Kediri Nomor 06/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr sebagai data sekunder.
E. Metode pengumpulan data

Dari pengumpulan data primer dan data sekuder penulis memperoleh data-data yang
orisinal dan akurat. Data tersebut kemudian akan disinkronkan dengan pendekatan
penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini, sehingga penulis
menggunakan beberapa metode penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara
Wawancara adalah melakukan komunikasi secara langsung untuk memperoleh
data dari sumber secara cermat, kecakapan interaksi dan adaptasi dengan komunitas
masyarakat dengan baik menjadi untuk menjadi objek pengamatan dan
narasumber.®®*Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data primer yang
berasal dari responden penelitian ataau narasumer yang dapat meemberikan informasi
terkait penelitian yang dapat digunakan penulis sebagai penyempurna sebuah

penelitian.®* Wawancara ini dilakukan berdasarkan data primer.®®Dalam pelaksanaan

8 Saifullah, Buku Panduan Metode Penelitian, (Malang: UIN Fakultas Syari’ah,2006),15.
54 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana, 2008), 29.
55 Ronny Hanitiyo Sumitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 57
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wawancara, penulis akan merekam dan mencatat sedetail mungkin terkait informasi
yang diperoleh dari narasumbeer. Wawancara ini dilakukan kepada orang-orang yang
berkompeteen pada bidangnya, sehingga data atau informasi tersebut akurat.®

Panduan wawancara (interview guide) adalah sebuah teknik yang penulis
terapkan untuk memperoleh informasi dari narasumber yang ahli atau kompeten
dalam bidangnya yang mana relevan dengan topik penelitian ini. Jenis wawancara
terstuktur juga diterapkan untuk mendapat informasi yang lebih sistematis dengan
cara penulis akan menyediakan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada
narasumber. Dalam wawancara ini penulis menggunakan alat bantu penunjang seperti
kamera, alat perekam suara, dan media lain yang dapat membantu penulis dalam
mengumpulkan informasi.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan dilaksanakan dengan penulis datang ke lokasi
penelitian dan melakukan pengamatan terkait kegiatan yang dilakukan secara
sistematis dengan prosedur standar. Penulis melakukan teknik ini guna mendapatkan
informasi terkait yang diarapkan dapat menunjang data pelengkap penelitian ini.
Observasi ini dilakukan secara langsung kepada Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen dalam melaksanakan penyelesaian sengketaa konsumen.

3. Dokumentasi

Mengumpulkan tulisan atau gambar atau gambar yang berupa dokumen resmi,
buku, arsip, dokumen pribadi yang relevan adalah metode pengumpulan data dengan
dokumentasi. Beberapa dokumen tersebut dapat dijadikan sebuah dasar atau rujukan

penelitian untuk menunjang penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan dokumen

5 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Rineka Cipta, 2004), 94.
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Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri dan beberapa dokumen

pribadi serta dokumen lain yang relevan.
F. Metode pengolahan data

Pengolahan data ini menjadi penting digunakan dalam penelitian ini agar data yang
digunakan dalam penelitian dinilai sah. Sesuai dengan metode yang telah digunakan dalam
penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengolahan data deskriptif kualitatif
(content analysis). Adapun beberapa langkah yang akan dilakukan penulis yaitu sebagai
berikut :

1. Tahap editing
Dalam tahap editing terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh penulis yaitu
pertama pemeriksaan kembali untuk memastikan tidak adanya kekeliruan atau hal
yang tidak sesuai dengaan pembahsan terhadap data-daata yang diperoleh penulis.
Selanjutnya penulis akan melakukan perbaikan terhadap penelitian seperti perbaikan
penulisan sehingga menjadi sebuah penelitian yang baik.

2. Tahap klasifikasi

Tahap ini dilakukan setelah tahap editing selesai yaitu dengan melakukan
sebuah usaha untuk mengklasifikasikan beberapa jawaban yang didapat dari
narasumber baik berupa hasil wawancara maupun hasil observasi.®’

Mempelajari masalah yang diteliti merupakan kegiatan yang dilakukan oleh
penulis dalam tahap Kklasifikasi seperti penerapan asas keseimbangan dam penyelesain
sengketa pembiayaan oleh Bdan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri.
Kemudian dari beberaapa poin masalah tersebut dapat disimpulkan menjadi beberapa

rumusan masalah.

57 Moh Nasir, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 111.
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3. Tahap verifikasi

Dalam tahap ini penulis melakukan pembuktian kembali terhadap data-data
yang telah diperoleh apakah data tersebut berupa fakta dan apakah data tersebut
relevan dengan penelitian ini. Pada tahap ini, penulis akan melakukan cek silang
terhadap subjek yang diteliti.

4. Tahap analisa

Pada tahap ini penulis melakukan analisa data-data yang telah diperoleh baik
data primer maupun data sekunder. Data-data tersebut akan dianalisis secara
mendalam dengan memanfaatkan kajian teori sebagai pisau analisis.

5. Tahap conclusion (tahap kesimpulan)

Tahap ini merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian yaitu penulis akan
membuat sebuah kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Dalam tahap ini
penulis akan menjawab seluruh rumusan masalah. Kesimpulan ini bukanlah hasil final
dan bersifat fleksibel untuk terjadi perubahan karena dapat berubah seiring dengan

perkembangan regulasi dan ditemukannya bukti-bukti baru yang relevan.



BAB IV
PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum
1. Profil Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri

Pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen mendeskripsikan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) sebagai yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa
antara Pelaku Usaha dan Konsumen.®® Badan Penyelesaian Sengeketa Konsumen
merupakan lembaga non-stuktural yang berwenang untuk menyelesaiakan sengketa
konsumen secara non-litigasi yang dibentuk atas dasar amanat dari Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Kewenangannya Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) diatur dalam beberapa regulasi yaitu dalam BAB XI
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kemudian
lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta dalam ketentuan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan sebuah
fasilitas penyelesaian sengketa konsumen yang dilaksanakan oleh oleh UPT

Perlindungan Konsumen. Diwilayah Provinsi Jawa Timur, terdapat 5 (lima) UPT

58 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001
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Perlindungan Konsumen yang terletak dibeberapa wilayah di Jawa Timur yaitu
terdiri atas UPT Perlindungan Konsumen Surabaya, UPT Perlindungan Konsumen
Malang, UPT Perlindungan Konsumen Kediri, UPT Perlindungan Konsumen
Bojonegoro, dan UPT Perlindungan Konsumen Jember. UPT Perlindungan
Konsumen di wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan sebuah unit teknis yang
diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Nomenklatur,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

UPT Perlindungan Konsumen memiliki tugas untuk menyelenggarakan
sebagian tugas dinas dalam pengawasan barang beredar, jasa, dan tertib niaga,
pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha, ketatausahaan serta pelayanan
masyarakat.®® Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, salah satu fungsi
UPT Perlindungan Konsumen adalah sebagai penyelenggara fasilitas penyelesaian
sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang
berada di setiap UPT Perlindungan Konsumen di wilayah Jawa Timur.
Penyelenggaraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan
bagian tugas dari Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha.

UPT Perlindungan Konsumen Kediri dan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) Kota Kediri merupakan salah satu nomenklatur yang diatur
dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Berikut identitasnya :

Alamat - JI. Sudanco Supriadi Nomor 3 Mojoroto, Mojoroto Kota Kediri

Telepon  :(0354) 772030

8 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018
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E-mail : pkkdr.indagjatim@gmail.com

Struktur organisasi dan kewenangan UPT Perlindungan Konsumen Kediri adalah

sebagai berikut :

KEPALA
UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN
KEDIRI

Kepala Sub Bagian
TATA USAHA

Kepala Seksi
PENGAWASAN BARANG

Kepala Seksi
PEMBERDAYAAN KONSUMEN
DAN PELAKU USAHA

BEREDAR, JASA DAN TERTIB
NIAGA

Gambar 1, Struktur Organisasi UPT Perlindungan Konsumen Kediri

UPT Perlindungan Konsumen Kediri dipimpin oleh seorang Kepala UPT dan
membawahi 3 (tiga) pejabat Struktural, yaitu ;
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga;

3. Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha.

Dengan wilayah kerja meliputi 9 (sembilan) kabupaten/kota meliputi :

1. Kabupaten Madiun;
2. Kota Madiun;

3. Kabupaten Magetan;
4. Kabupaten Pacitan;
5. Kabupaten Ponorogo;

6. Kabupaten Nganjuk;
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7. Kabupaten Trenggalek;

8. Kabupaten Kediri;

9. Kota Kediri.

Adapun Tugas dan Fungsi UPT Perlindungan Konsumen Kediri yaitu sebagai

berikut :

A. Tugas

UPT Perlindungan Konsumen Kediri mempunyai tugas melaksanakan

sebaagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar, jasa dan terti

niaga, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha, ketatausahaan serta

pelayanan masyarakat.

B. Fungsi

UPT Perlindungan Konsumen Kediri mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.

Penyusunan perancangan program dan kegiatan UPT Perlindungan
Konsumen Kediri;

Pelaksanaan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga;
Pelaksaaan tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar, jasa dan
tertib niaga;

Pelaksanaan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;
Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Pemberian  dukungan teknis pengembangan  perlindungan,
pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;

Pelaksanaan ketatausahaan;

Pelaksanaan pelayanan masyarakat;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
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J. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri terdiri atas 9
(sembilan) anggota majelis dan Kesekretariatan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK). Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Kota Kediri terdiri atas 3 unsur yaitu 3 anggota berasal dari unsur Konsumen, 3
anggota berasal dari unsur pelaku usaha, dan 3 anggota berasal dari unsur
pemerintah yang salah satu anggotanya merangkap menjadi Ketua Majelis Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terletak di Daerah Tingkat
Il atau di kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ini
dilakukan atas usulan gubernur melalui menteri kepada Pemerintah Pusat. Usulan
yang diberikan oleh gubernur tersebut juga memuat tentang kesediaan Pemerintah
Daerah untuk memberikan pendanaan kepada penyelenggaraan Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK).

Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kemudian
setelah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang telah mencabut keberlakuan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen terjadi perubahan kewenangan pembentukan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, kewenangan
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pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah kewenangan
Pemerintah Daerah Tingkat | dengan wilayah kerja yang terdiri atas beberapa

wilayah kabupaten atau kota.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri dibentuk atas
dasar amanat dari Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2004 yang membentuk 14
(empat belas) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) baru yang terletak

di 7 (tujuh) kota dan 7(tujuh) kabupaten.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk dengan tujuan
untuk memberikan perlindungan baik kepada konsumen maupun pelaku usaha
dengan mengedepankan unsur kepastian hukum dan adanya transparansi informasi.
Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) memiliki tugas dan wewenang yang terdiri atas 13 (tiga belas) poin. Tugas
dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dijelaskan dalam
beberapa regulasi yaitu terdapat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

2. Tugas dan Wewenang BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

Dijelaskan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen j.0 Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menjelaskan tentang
tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yaitu

sebagai berikut :
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Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen
dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase;

Memberikan kontribusi perlindungan konsumen;

Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen;

Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari
konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan
konsumen;

Melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap perlindungan
konsumen;

Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran
terhadaap perlindungan kosnumen;

Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang
dianggap mengetahui pelanggaraan terhadaap Undang-Undang
Perlindungan Konsumen;

Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi,
saksi ahli atau setiap orang yang sebgaiamana dimaksud pada huruf g
dan h yang tidak memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK);

Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat dokumen atau alat bukti
lain guna penyidikan dan atau pemeriksaan;

Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian dipihak

konsumen;
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I.  Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang
melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen.”®

Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
dilaksanakan oleh Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
dengan dibantu oleh sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdiri atas 3 (tiga)
unsur yaitu anggota yang berasal dari unsur pemerintah, unsur konsumen dan unsur
pelaku usaha yang setiap unsurnya berjumlah minimal 3 (tiga) orang dan maksimal
5 (lima) orang dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dilantik kembali
menjadi anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) setelah habis
masa jabatannya selama memenuhi persyaratan menjadi anggota Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

B. Paparan Data

1. Proses Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Melalui Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri

UPT Perlindungan Konsumen Kediri Perlindungan Konsumen adalah sebuah
unit pelaksana teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dibuat oleh

Gubernur Jawa Timur guna sebagai pelaksana kegiatan teknis operasional dan

70 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
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kegiatan teknis penunjang dalam bidang perlindungan konsumen di wilayah Jawa
Timur. UPT Perlindungan Konsumen Kediri secara khusus dilaksanakan oleh Seksi
Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha yang merupakan salah satu susunan
organisasi dalam UPT Perlindungan Konsumen Kediri yang menyediakan fasilitas
pelayanan kepada masyarakat. Salah satu pelayanan yang diberikan adalah menjadi
jembatan awal atau penerima pengaduan awal sengketa konsumen dan memberikan
fasilitas lanjutan berupa penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri.

Sebagaimana yang disampaikan Bapak Yudi bahwa

“Konsumen yang merasa dirugikan melakukan pengaduan di kantor, Segala
keluhan konsumen ditampung dulu di UPT Perlindungan Konsumen Kediri. Kami
akan mengedukasi konsumen terkait pengaduannya. Kami memberikan fasilitas
dan mencoba untuk menengahi terlebih dahulu dengan cara mediasi, kami
mengundang konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan untuk dicari jalan
keluar.”™

Selanjutnya, ketika tidak ditemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut,
atau salah satu pihak (pelaku usaha) menolak hadir dari undangan mediasi dari UPT
Perlindungan Konsumen Kediri tersebut, maka hal ini dikembalikan lagi ke

konsumen untuk mengambil sikap tentang langkah lanjutan terkait masalah yang

diterimanya.

Berkaitan dengan kewenangan UPT Perlindungan Konsumen Kediri
mengadakan upaya damai dengan cara memberikan fasilitias mediasi kepada
konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa merupakan implementasi dari tugas

pokok dan fungsi UPT Perlindungan Konsumen Kediri sebagaimana yang tercantum

71 Yudi, wawancara, (Kediri, 10 Februari 2022)
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dalam Pasal 46 Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Nomenklatur,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

Sebagaimana Bapak Yudi mengemukakan bahwa :

“Memberikan fasilitas mediasi merupakan salah satu tupoksi dari UPT
Perlindungan Konsumen yaitu. UPT Perlindungan Konsumen Kediri bermaksud
menengahi agar kasus cepat selesai dan tidak ada banyak kerugian yang diterima

oleh keduanya’™

Sebagai kesimpulan dalam tahap awal ketika terdapat konsumen yang merasa
haknya dirugikan, UPT Perlindungan Konsumen Kediri akan menampung keluhan
konsumen terlebih dahulu dan UPT Perlindungan Konsumen Kediri dan berusaha
memberikan mediasi antara konsumen dan pelaku usaha. Namun, ketika tidak
ditemukan titik temu diantara kedua belah pihak maka untuk langkah selanjutnya

dikembalikan kembali kepada para pihak untuk memilih cara penyelesaian sengketa.

Sebagai dasar atas pengembalian permasalahn tersebut adalah dengan adanya
regulasi dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen yang memberikan kebebasan kepada para pihak yang
bersengketa konsumen untuk menentukan tempat penyelesaian sengketa, ketika para
pihak bersepakat untuk menyelesaikan dengan jalur pengadilan maka pihak yang
merasa dirugikan dapat melakukan gugatan kepada peradilan umum. Di samping iu,
ketika para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan,

konsumen dapat mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

72 Yudi, wawancara, (Kediri, 10 Februari 2022)
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atau ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan

Layanan Pengaduan Konsumen di Kementerian Perdagangan.

Selanjutnya apabila konsumen dalam hal ini adalah debitur yang merasa
dirugikan melanjutkan pengaduannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) Kota Kediri akan melalui beberapa tahap sebelum pengaduan tersebut
diselesaikan oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota
Kediri.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan sebuah badan
penyelesaian sengketa yang dibentuk atas dasar amanat dari Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang untuk melakukan proses penyelesaian
sengketa konsumen dengan 3 (tiga) cara yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Sebagaimana yang disampaikan Bapak Hery Lilik bahwa

“Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Kediri ini
menggunakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen sebagai pedoman utama dan beberapa regulasi terkait seperti

keputusan menteri perdagangan dan peraturan menteri perdagangan juga”’®
Dasar hukum yang digunakan, lebih jelasnya dipaparkan sebagai berikut.

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
b) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen

73 Hery Lilik, wawancara, (Kediri, 23 Februari 2022)
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c) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menggantikan berlakunya Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen yang dinilai sudah tidak relevan karena adanya
perkembangan hukum dan hajat kepentingan masyarakat dalam menegakkan

perlindungan konsumen.

Dalam regulasi tersebut membahas tentang Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) berkaitan dengan kedudukan, kewenangan, pengangkatan
anggota majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hingga tata cara
penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam proses penyelesaian
sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota
Kediri, ada beberapa tahapan proses yang harus dilewati sebelum pengaduan
tersebut diselesaikan oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Kota Kediri. Tahap pertama setelah konsumen dalam hal ini adalah debitur merasa
permasalahannya tidak menemui titik temu setelah adanya mediasi yang dilakukan
oleh UPT Perlindungan Konsumen Kediri dan selanjutnya konsumen telah
mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Sekretariat Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri. Kemudian, sebelum
melaksakan pengaduan tersebut Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) akan mengadakan gelar perkara dengan tujuan untuk menilai apakah
penyelesaian sengketa konsumen ini dapat dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri.
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Berkaitan dengan diadakannya gelar perkara oleh majelis Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Bapak Hery Lilik mengemukakan

bahwa :

“Gelar perkara ini diadakan untuk meneliti apakah pengaduan kosnumen
yang masuk merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) secara hukum dan pengaduan tersebut telah terpenuhi syarat-syaratnya

sebagai sengketa konsumen ™

Berkaitan dengan itu beliau menambahkan bahwa dasar diadakannya gelar perkara
oleh Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri
adalah berdasarkan atas Standard Operating Procedure (SOP) atau sebuah
panduan yang berisi panduan untuk menjalankan sesuatu yang dibuat atas dasar
kesepakatan seluruh anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Kota Kediri.

Dalam hal gelar perkara yang diadakan oleh Anggota Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri selain untuk menentukan apakah
pengaduan tersebut merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) Kota Kediri, dalam gelar perkara juga akan menentukan
Anggota dari perwakilan setiap unsur yang akan menjadi Majelis Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri dalam menyelesaiakn
sengketa konsumen tersebut. Penentuan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) Kota Kediri ditentukan oleh Ketua Anggota Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri.
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Selanjutnya memasuki tahap proses penyelesaian sengketa melalui Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri dimana Anggota Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri telah menilai bahwasannya
pengaduan tersebut merupakan bagian dari kewenangan dan telah menentukan
perwakilan anggota dari setiap untur untuk menjadi Majelis Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri. Setelah beberapa tahapan tersebut,
Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri akan
memanggil pihak pengadu dan teradu untuk hadir dalam sidang pertama Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri terkait penyelesaikan
sengketa pembiayaan konsumen atas pengaduan debitur tersebut. Bersamaan
dengan pengiriman Surat panggilan yang dikirimkan kepada pihak teradu dalam hal
ini adalah kreditur atau pelaku usaha, surat panggilan akan dilampirkan copy
permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang dibuat oleh debitur atau pihak
pengadu.

Selanjutnya dalam pelaksanaan sidang pertama akan diagendakan untuk
pembacaan gugatan oleh pengadu dan jawaban gugatan oleh teradu. Berkaitan
dengan pelaksanaan Sidang Pertama, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) Kota Kediri berkewajiban untuk berusaha mendamaikan pihak
pengadu dan teradu terlebih dahulu.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Yudi bahwasannya.

“Sebelum pembacaan gugatan, majelis Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) akan berusaha mendamaikan para pihak terlebih dahulu dan

memastikan apakah pengadu tetap akan menggugat teradu. "

75 Yudi, wawancara, (Kediri, 10 Februari 2022)



78

Ketika teradu dan pengadu tidak hadir dalam Sidang Pertama maka Majelis
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) akan memberikan kesempatan
terakhir kepada pengadu dan teradu untuk hadir dalam Sidang Kedua.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bambang :

“Dalam agenda Sidang Pertama, sering terjadi teradu tidak hadir dalam
persidangan. Jadi, majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) akan
memberikan kesempatan terakhir untuk teradu hadir pada sidang kedua dengan
membawa bukti-bukti yang dapat menguatkan argumentasi teradu. Ketika ternyata
dalam sidang pertama pengadu yang tidak hadir, maka akan mendapat kesempatan
yang sama seperti teradu. Akan tetapi yang sering terjadi, teradu tidak hadir dalam
sidang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).”

Dikarenakan ada salah satu pihak atau kedua belah tidak hadir dalam Sidang
Pertama, maka sidang akan ditunda hingga agenda Sidang Kedua. Sebelum
pelaksanaan Sidang Kedua, Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) Kota Kediri akan mengirimkan surat panggilan baik kepada teradu maupun
kepada pengadu. Dalam Sidang Kedua, diagendakan untuk pembacaan gugatan dan
jawaban ketika penggugat dan tergugat tidak hadir dalam sidang pertama kemudian
dilanjutkan penyampaikan alat bukti dan keterangan saksi untuk memperkuat
argumentasi baik pengadu maupun teradu.

Ketika dalam Sidang Kedua, pengadu tidak hadir maka permohonan
penyelesaian sengketa dan gugatan pengadu akan dinyatakan gugur demi hukum.
Namun ketika teradu tidak hadir dalam Sidang Kedua maka gugatan pengadu akan
dikabulkan tanpa hadirnya teradu atau Majelis Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) Kota Kediri akan memutus dengan verstek.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bambang bahwasannya :
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“Ketika pengadu tidak hadir dalam sidang kedua maka gugatannya diputus

gugur demi hukum, namun ketika teradu yang tidak hadir, maka gugatan pengadu

dikabulkan dengan verstek.”"®

IPT PK mengundang konsumen dar

s )

| Konsumen mengadu ke L " ! -
UPT Perlindunean Konsumen — pelaku usaha |.l|||lu|». rllul-.lluk_-rl b

. N J mediasi di UPT PK Kediri ]

— =
Pengaduan Konsumen diterima
oleh Kesekretariatan BPSK
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Memanggil Pengadu dan Teradu
(Sidang 1)

Arbitrase

(Sidang 2)

ﬂ Memanggil Pengadu dan Teradu J]
EE E ‘

Gambar 1

Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) Kota Kediri

2. Penerapan Asas Keseimbangan dalam Upaya Penyelesaian Sengketa

Pembiayaan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri

Sumber : Diolah oleh penulis
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Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu
melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Dalam konteks ini, dibahas cara
penyelesaian sengketa pembiayaan yang dilakukan melalui jalur non litigasi atau di
luar pengadilan dengan memilih Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Kota Kediri sebagai tempat penyelesaian sengketa.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya terdapat 3 (tiga)
metode penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) vyaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Berkaitan dengan itu proses
penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak
merupakan proses penyelesaian sengketa yang berjenjang. Artinya ketika telah
dipilih penyelesaian sengketa dari 3 (tiga) pilihan cara penyelesaian sengketa
konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maka telah tertutup
untuk pemilihan cara penyelesaian sengketa yang lain. Contohnya ketika telah
dipilih dan dilakukan penyelesaian sengketa melalui konsiliasi maka tidak dapat
memilih ulang cara penyelesaian sengketa yang lain.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Bambang, bahwasnnya.

“Maksud dari tidak berjenjang dalam proses penyelesaian sengketa di
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah ketika telah dilakukan
satu cara penyelesaian sengketa dari mediasi, konsiliasi atau arbitrase maka sudah
tidak dapat dilakukan penyelesaian sengketa ulang dengan kasus yang sama
dengan cara yang berbeda.”""

Dalam upaya pelaksanaan penanganan penyelesaian sengketa konsumen,
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang untuk melaksanakan

penyelesaian pada seluruh jenis sengketa konsumen selama konsumen yang
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memberikan pengaduan merupakan konsumen akhir. Konsumen akhir adalah
pengguna atau pemanfaat akhir dari suau produk.’

Berkaitan dengan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) Kota Kediri untuk memutus sengketa konsumen dalam hal sengketa
pembiayaan, Bapak Bambang berpendapat, bahwasannya :

“Selama belum ada regulasi yang mencabut kewenangan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memutus sengketa pembiayaan
maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tetap berwenang untuk
menyelesaikan sengketa tersebut. Pada dasarnya pembiayaan termasuk dalam
produk jasa yang mana sengketa yang timbul dari pemanfaatan jasa dikategorikan
sebagai sengketa konsumen. "

Dengan demikian, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri
dapat menerima pengaduan debitur tersebut baik secara tertulis maupun tidak
tertulis.

Kemudian berkaitan dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung yang
secara konsisten telah diterapkan sejak tahun 2013 yang menyatakan bahwa
sengketa yang hadir dari adanya sebuah perjanjian pembiayaan konsumen
merupakan sengketa wanprestasi dan hal tersebut bukan termasuk kewenangan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk mengadili.

Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut berpandangan pada Putusan MA
No. 063 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 26 Nopember 2007 (PT. Adira Dinamika
Multifinance vs Agustri Admodjo), 267K/Pdt.Sus/2012 tanggal25 Juli 2012

(Novan Ferdiano vs PT U Finance Indonesia), No. 335 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 6

8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
7% Bambang, wawancara, (Kediri, 23 Februari 2022)
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September2012 (PT Mandiri Tunas Finance vs S), serta No. 589
K/Pdt.Sus/2012 tanggal 22 November 2012 (PT SinarmasMultifinance vs ESS).
Kemudian juga dapat dilihat pada Putusan MA No. 447 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 25
Agustus 2011 (Haasri vs PT Astra SedayaFinance) dan putusan
no. 566K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 November 2012 serta dissenting opinion Hakim
Agung Syamsul Maarif, SH, LLM, Ph.D padaputusan No. 335 K/Pdt.Sus/2012.
Biarpun demikian, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri
masih menerima permohonan penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen.®

Terhitung sampai penulis melakukan penelitian ini, Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri telah menyelesaikan 12 sengketa
pembiayaan konsumen. berkaitan dengan adanya yurisprudensi tersebut, Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri memiliki pandangan
bahwasannya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak mengadili
sengketa wanprestasi tetapi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
menilai bagaimana perilaku konsumen dan pelaku usaha.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bambang, bahwasannya

“Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri secara tegas
menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hanya
mengadili perilaku konsumen dan pelaku usaha yang melanggar regulasi yang

berlaku, bukan mengadili sengketa wanprestasi.”8!

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) tidak mengadili sengketa wanprestasi tetapi mengadili sebuah

dugaan adanya perbuatan melawan hukum dalam sebuah hubungan antara konsumen

8 Yurisprudensi Nomor Katalog 1/Yur/Perkons/2018, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
81 Bambang, wawancara, (Kediri, 23 Februari 2022)
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dan pelaku usaha dalam hal ini hubungan antara debitur dan kreditur dalam sebuah
perjanjian pergerakan dana. Salah satu contoh terdapat dalam Putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor 06/SKT-
ABR/2021/BPSK.Kdr yang diputus secara verstek yang mengadili adanya perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh kreditur dengan cara melakukan eksekusi

terhadap objek jaminan fidusia secara paksa.

Dijelaskan dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Putusan Majelis Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat final dan mengikat.82 Namun hal
tersebut tidak menutup keemungkinan untuk para pihak melakukan permohonan
keberatan kepada pengadilan negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, pihak teradu
dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri
Nomor 06/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr mengajukan permohonan keberatan atas
putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut kepada
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan telah diputus dalam Putusan Pengadilan

Negeri Kabupaten Kediri Nomor 148/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Gpr.

Dalam putusan tersebut, pihak pemohon keberatan adalah pihak kreditur.
Pihak kreditur merasa dalam penyelesaian sengketanya dengan debitur di Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri haknya untuk berpendapat

tidak dihiraukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat beberapa tahap ketika
terdapat konsumen yang melakukan pengaduan ke UPT Perlindungan Konsumen

Kediri. Pada tahap awal, UPT Perlindungan Konsumen Kediri akan berusaha

82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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mengundang para pihak untuk melakukan mediasi agar ditemukan jalan keluar atas
permasalahannya. UPT Perlindungan Konsumen Kediri telah berusaha mengundang
kreditur untuk hadil dalam mediasi UPT Perlindungan Konsumen Kediri sebanyak

2 (dua) kali, namun kreditur memilih tidak hadir dalam 2 (dua) mediasi tersebut.

Berkaitan dengan undangan mediasi tersebut, debitur telah mengirimkan surat
tanggapan atas adanya pengaduan debitur yang merupakan nasabah dari kreditur
tersebut. Dalam surat tanggapan tersebut berisi dimana intinya kreditur tidak
memilih untuk melakukan proses penyelesaian sengketanya dengan debitur melalui
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri dikarenakan antara
debitur dan kreditur dalam perjanjian antara keduanya telah sepakat untuk
melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah kreditur
berkantor yaitu Pengadilan Negeri Kota Kediri baik mediasi maupun pemeriksaan

dalam sidang pertama.®®

Namun adanya surat tanggapan tersebut tidak menjadikan sebuah
pertimbangan Anggota Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Kota Kediri dalam gelar perkara atas pengaduan lanjutan dari debitur tersebut
kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri untuk
menentukan apakah pengaduan tersebut akan diselesaikan oleh Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri atau tidak.

Sehubungan dengan itu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Kota Kediri menentukan untuk melanjutkan sengketa atas pengaduan debitur
tersebut ke tahap persidangan dengan mengirimkan surat panggilan pertama dan

kedua secara patur kepada pihak debitur (pengadu) dan kreditur (teradu).

8 Dokumen Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri
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Berhubungan dengan adanya surat panggilan tersebut, pihak kreditur memilih sikap
untuk tidak hadir dalam semua persidangan. Oleh karena itu Majelis Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri memutus sengketa anatra
debitur dan kreditur tersebut dengan Putusan Arbitrase = Nomor 06/SKT-

ABR/2021/BPSK.Kdr yang diputus secara verstek.
Berdasarkan hal tersbeut terdapat beberapa fakta yaitu sebagai berikut :

1. Pihak kreditur tidak pernah sepakat untuk menyelesaiakan sengketa
melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri;

2. Pihak kreditur dan debitur tidak pernah melakukan perjanjian tertulis
penyelesaian sengketa secara arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) Kota Kediri;

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa putusan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri lain yang dilakukan permohonan
keberatan di pengadilan negeri. Pihak Pemohon keberatan berpendapat bahwa
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri telah melakukan
kesalahan dalam melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen dengan tidak
mengindahkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen yang menayakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen
dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan

sukarela para pihak yang bersengketa.®*

Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) Kota Kediri menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) Kota Kediri akan selalu melaksanakan tugas dan wewenang

84 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana yang telah
diamanatkan dalm Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen. selanjutnya.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Bambang, bahwasannya.

“Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki tugas dan
wewenang untuk menerima dan menangani sengketa konsumen baik secara tertulis
maupun tidak tertulis dengan cara memanggil, memeriksa dan meneliti tanpa ada

)

kesepakatan para pihak dengan dasar adanya pengaduan dari konsumen.’

Beliau menambahkan bahwasannya

“Memanggil, memeriksa, dan meneliti merupakan cara-cara penelesaian

sengketa dengan arbitrase.”

C. Analisis Data

Seiring berkembang pesatnya pertumbuhan dunia ekonomi, hal ini juga
berdampak pada meningkatnya kuantitas jasa pembiayaan perbankan kepada
masyarakat. Dengan adanya hal tersebut tidak menutup kemungkinan timbulnya
sengketa antara masyarakat sebagai nasabah atau debitur dan lembaga jasa keuangan
sebagai kreditur. Sengketa yang timbul antara debitur dan kreditur merupakan
bagain dari sengketa konsumen karena pada dasarnya kerjasama yang terjadi antara
debitur dan kreditur merupkan kerjasama dimana kreditur memberikan layanan

pinjaman dana kepada debitur sebagai pemanfaat atas layanan tersebut.

Dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen dalam Pasal 45 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

memberikan kebebasan kepada para pihak yang bersengketa dalam melakukan
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pemilihan tempat penyelesaian sengketa konsumen atau choice of forum. Pemilihan
tersebut terdisi atas 2 (dua) pilihan yaitu melalui pengadilan (litigasi) atau di luar
pengadilan (non litigasi). Dalam pasal tersebut juga memberikan ketentuan
bahwasannya choice of forum tersebut didasarkan atas pilihan sukarela para pihak
yang bersengketa. Dengan adanya hal tersebut, pemerintah ingin memberikan solusi
dan terobosan dengan cara memberikan fasilitas kepada konsumen untuk
memperjuangkan haknya di luar peradilan umum dengan cara cepat, sederhana
efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya, salah satunya melalui Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Sesuai dengan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melakukan penegakan
hukum secara represif dengan cara melalui mediasi, konsiliasi dan arbitase.
Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) didasarkan atas pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.®
Hal ini selaras dengan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang

menyatakan bahwa :

“Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau

Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf a, dilakukan

atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.

8 Celine Tri Siwi Ksitiyanti,Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta:Sinar Grafika, 2018), 126
8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
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Dalam proses penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri terdapat beberapa tahapan proses dalam
hal ini penulis membagi kedalam 2 (dua) bagian yaitu Tahap Pra sidang atau
pengaduan di UPT Perlindungan Konsumen Kediri dan Tahap BPSK dimana akan

dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan ini.

Dalam proses pra-sidang ini meliputi ketika terdapat konsumen yang merasa
haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha dan konsumen tersebut mengadukan apa
yang dideritanya kepada UPT Perlindungan Konsumen Kediri. Dalam tahap ini UPT
Perlindungan Konsumen Kediri melaksanakan tugas pokok fungsinya dalam
pelaksanaan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha dengan cara mengudang
konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan untuk hadir dan melakuakan mediasi
di UPT Perlindungan Konsumen Kediri. Dalam proses ini, diupayakan
ditemukannya jalan keluar agar terjadi peerdamaian pada para pihak. Namun apabila
upaya perdamaian gagal maka para pihak dapat menempuh langkah-langkah

penyelesaian sengketa konsumen.

Ketika dalam proses pra-sidang tersebut telah diputuskan tidak adanya titik
temu dalam permasalahan tersebut maka hal ini dikembalikan kepada para pihak
yang bersengketa sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam praktiknya, umumnya ketika konsumen telah melakukan pengaduan ke
UPT Perlindungan Konsumen Kediri dan tidak mendapat penyelesaian dalam
mediasi di UPT Perlindungan Konsumen Kediri, konsumen tersebut akan
mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri.
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Menjadi tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) untuk menerima pengaduan konsumen baik secara tertulis maupun tidak
tertulis sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 52 poin e Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian dengan adanya
pengaduan konsumen tersebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Kota Kediri melakukan gelar perkara. Dasar diadakannya gelar perkara ini
berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah dibuat dan disepakati
bersama oleh seluruh anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Kota Kediri.

Pelaksanaan gelar perkara tersebut memang tidak diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun dalam
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Namun dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut
memberikan ruang kepada setiap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
untuk membuat ketentuan teknis guna mempermudah Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yakni terdapat
dalam Pasal 43 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan bahwa:
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“Ketentuan teknis dalam beracara persidangan yang belum cukup diatur

dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh ketua BPSK. %'

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan gelar perkara akan diteliti apakah
pengaduan yang dilakukan oleh konsumen telah memenuhi syarat-syarat untuk
diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri, yaitu

sebagai berikut :

1. Konsumen vyang melakukan pengaduan merupakan konsumen akhir
sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal dalam Pasal 1
ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan konsumen dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah
konsumen akhir;

2. Domisili konsumen dan/atau pelaku usaha termasuk kedalam 9 kabupaten/kota
yang menjadi wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Kediri dan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri;

3. Terpenuhiya syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 15 dan 16 Keputusan
Menteri  Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen;

4. Sengketa yang diadukan oleh konsumen merupakan kewenang Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam mengadili.

87 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
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Dengan adanya beberapa syarat tersebut maka dalam pelaksanaan gelar perkara

dapat ditentukan 2 (dua) hal, yaitu :

1. Apabila syarat telah terpenuhi maka permohonan penyelesaian sengketa
konsumen diterima;

2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berhak menolak
permohonan penyelesaian sengketa konsumen.
Penolakan akan permohonan penyelesaian sengketa konsumen ini dapat
dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) apabila
permohonan penyelesaian sengketa tersebut tidak lengkap dan benar dalam
kelengkapan persyaratannya dan/atau permohonan tersebut bukan
merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
dalam mengadili. Ketentuan penolakan permohonan penyelesaian sengketa
tersebut  sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 Keputusan Menteri
Perindustrian ~ dan  Perdagangan  Republik  Indonesia ~ Nomor
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Berkaitan dengan beberapa persyaratan yang diajukan sebagai proses
penyaringan pengaduan sengketa konsumen yang masuk kedalam Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri. Dalam hal ini, seharusnya
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri juga harus menilai
bagaimana hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Sebagai contoh
adalah adanya sengketa pembiayaan.

Dalam sengeketa pembiayaan yang menjadi pihak yang berperkara adalah
kreditur dan debitur dimana hubungan keduanya terjadi atas dasar adanya perjanjian

pergerakan dana secara tertulis yang teelah disepakati seluruh pihak. Sehingga
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dokumen perjanjian merupakan salah satu bukti yang perlu dilampirkan oleh debitur
untuk melakukan permohonan penyelesaian sengketa. Seyogiyanya perjajian
tersebut juga menjadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri dalam menentukan sikap untuk menerima
atau menolak pengaduan konsumen tersebut.

Meskipun telah ditegaskan bahwasannya Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) tidak menyelesaikan perkara wanprestasi sehingga tidak akan
meneliti bagaimana upaya kreditur dan debitur dalam pemenuhan prestasinya,
namun dalam perjanjian tersebut termuat tata cara penyelesaian sengketa yang telah
disepakati para pihak dalam perjanjian tertulis tersebut. Dimana perjanjian tersebut
dibuat dengan mengedepankan asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt
servanda. Hal ini selaras dengan apa yang disebutkan dalam pasal 1338 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Selain itu, telah menjadi tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) dalam melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa konsumen untuk
melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap beberapa bukti yang berkaitan
dengan sengketa tersebut.

Meskipun telah dijelaskan sebagaimana diatas, tidak menutup kemungkinan
para pihak dapat melakukan persetujuan untuk melakukan penyelesaian sengketa
melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri, sehingga
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri dapat menerima

pengaduan konsumen terlebih dahulu kemudian memanggil para pihak untuk hadir
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dalam Sidang pertama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota

Kediri.

Dalam sidang pertama tersebut, Anggota Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) Kota Kediri yang telah ditunjuk menjadi Majelis akan
memimpin jalannya persidangan. Dalam sidang pertama akan berusaha
mendamaikan para pihak yang bersengketa terlebih dahulu, ketika upaya
perdamaian gagal maka selanjutnya dapat ditempuh langkah-langkah penyelesaian

sengketa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam paparan data.

Dilihat dari tata cara persidangan yang diterapkan oleh Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri ini merupakan tata cara persidangan
melalui arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Sedangkan, arbitrase merupakan salah satu pilihan dari 3 pilihan cara penyelesaian
sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pemilihan
tersebut dipilih berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa bukan
pilihan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri.
Dimana hal tersebut telah dijelaskan diawal dan termuat dalam Pasal 4 ayat (1)
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan bahwa :
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“Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau
Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf a, dilakukan

atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.

Kemudian ditinjau dari penerapan arbitrase yang dilakukan oleh Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri, hal ini juga ditemukan
beberapa kekeliruan. Pertama, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
tidak meneliti perjanjian yang terjadi diantara kreditur dan debitur.

Selanjutnya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menerapkan
proses penyelesaian sengketa secara arbitrase tanpa adanya kesepakatan para pihak
untuk melalukan arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota
Kediri oleh para pihak yang bersengketa. Sikap tersebut diambil karena ada 2 (dua)
alasan yaitu pertama diantara kedua belah pihak telah dilakukan mediasi di UPT
Perlindungan Konsumen Kediri dan tidak menemukan titik temu sehingga apabila
ddilakukan mediasi ulang akan meperpanjang waktu proses penyelesaian sengketa.

Kemudian alasan kedua karena apabila melakukan proses penyelesaian
sengketa dengan selain arbitrase, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Kota Kediri tidak dapat melaksanakan secara penuh, kewenangan dan tugas Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat dalam poin e hingga poin
m Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri dinilai telah
memaksakan kehendak untuk tetap memeriksa dan memutus sengketa tanpa adanya

kesepakatan dan perjanjian yang dilakukan para pihak. Dimana hal ini tidak sesuai

8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
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dengan ketentuan yang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999 menyatakan bahwa :

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan
umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh
para pihak yang bersengketa. ”

Kemudian pihak yang bersengketa tidak diberikan hak untuk memilih anggota
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri yang akan ditunjuk
sebagai arbitor. Dimana seharusnya hal tersebut merupakan kewenangan penuh dari
para pihak sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Keputusan
Menteri  Perindustrian dan  Perdagangan Republik Indonesia  Nomor
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen bahwa:

“Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak
memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan
konsumen sebagai anggota Majelis.”

Dengan adanya kekeliruan dalam penerapan tersebut maka para pihak tidak
mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan dan ini dapat menimbulkan adanya
upaya permohonan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) Kota Kediri di pengadilan negeri diman hal tersebut membuat proses
penyelesaian sengketa konsumen tidak sesuai dengan prinsip mudah, cepat, dan
sederhana.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pelaksanaan
penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah implementasi dari akah shulh. Shulh
merupakan sebuah akad perdamaian yang dapat dibuat oleh para pihak yang

bersengketa untuk mengakiri perselisihan, namun tidak menutup kemungkinan akad
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shulh dilakukan dengan adanya pihak ketiga dalam hal ini adalah hakim untuk
menjadi penengah diantara kedua pihak yang berperkara. Akad Shulh ini
diimplementasikan sebagaimana UPT Perlindungan Konsumen Kediri melakukan
usaha perdamaian kepada para pihak terlebih dahulu dengan mengundang para pihak
untuk melakukan mediasi di UPT Perlindungan Konsumen Kediri.

Akad shulh pada dasarnya digunakan ketika dalam upaya penyelesaian
sengketa pihak teradu mengakui adanya hal-hal yang diadukan oleh pihak pengadu
dan terjadi kerelaan dari pihak teradu untuk melaksanaakan apa yang seharusnya
dilaksanakan sehingga terjadi perdamaian antara pihak teradu dan pengadu.

Dalam penerapan penyelesaiaan sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) hal ini merupakan bentuk dari tahkim. Dapat dilihat disini
dimana para pihak yang bersengketa memilih dan mempercayakan kepada seseorang
untuk menjadi hakam yang bertindak untuk menyidangkan sengketanya guna
mengadakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Tahkim dalam praktik
penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
adalah dimana para pihak melakukan penyelesaian sengketa melalui metode
arbitrase. Para pihak bersepakat untuk memilih anggota Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) yang akan ditunjuk sebagai majelis kemudian
bertindak sebagai arbitor dalam menyelesaikan sengketanya.

Dalam upaya penyelesaian sengketa melalui tahkim, arbitor ini merupakan
hakam. Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam
memutuskan perkara akan membuat sebuah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK). Tahkim juga merupakan salah satu cara peyelesaian snegketa di

luar pengadilan, sehingga dalam pandangan Hukum Islam, Penyelesaian melalui
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arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan salah satu

implementasi dari tahkim.



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Penjelasan yang telah dipaparkan para pembahasan sebelumnya mengenai asas keseimbangan
dalam penyelesaian sengketa pembiayaan memalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK) Kota Kediri dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri mengadili perbuatan
melawan hukum yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha ditinjau dari perilaku
konsumen dan pelaku usaha yang mana hal tersebut sudah sesuai dengan yurisprudensi
Mahkamah Agung. Pada proses penyelesaian sengketa pembiayaan di Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri, majelis Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri tidak menilai isi dari perjanjian dan belum
aktif memberikan kesempatan bagi para pihak yang brsengketa untuk menentukan
pilihan metode penyelesaian sengketanya di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) Kota Kediri sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dinilai
belum aktif menyelenggarakan asas keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam asas-
asas perlindungan konsumen dengan melakukan penentuan secara sepihak tanpa
adanya kesepakatan dari pihak yang bersengketa. Hal tersebut tidak sesuai dengan
ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sehingga dengan adanya hal
tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Kota Kediri belum menerapkan secara penuh asas keseimbangan dalam upaya
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penyelesaian sengketa pembiayaaan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK).

. Skema penyelesaian sengketa pembiayaan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) Kota Kediri terlebih dahulu melalui mediasi yang dilakukan oleh UPT
Perlindungan Konsumen Kediri apabila ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah (KHES) merupakan bentuk dari upaya akad shulh dan proses penyelesaian
snegketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri merupakan
bentuk tahkim, dimana para pihak menunjuk pihak lain atau pihak ketiga untuk bertidak
sebagai penengah atau hakam dalam menyelesaikan perkara yang timbul diantraa para

pihak yang bersengeketa.



100

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Azhari, Fathurrahman Azhari, “Qawaid Fighiyyah Muamalah”, Banjarmasin:Lembaga
Pemberdayaan Kualitas Umat, 2015

Black’s Law Dictionary

Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum,Jakarta:Rineka Cipta, 2004

Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahanya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Terjemah

Emerson, Joni, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi,
Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrasi)Jakarta:Gramedia Pustaka,2001

Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru VVan Hoeve, 2003

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Peenelitian Hukum Normatif dan
Empiris, Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2019

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Karim, Helmi, Figh Muamalah,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Kristiyanti, Celine Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta:Sinar Grafika,
2018

Ma’luf, Liwis, Al-Munjid al-Lughah wa Al-A’lam, Daar al-Masyriq: Beirut, tt

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum,Jakarta:Kencana, 2008

Masse, Rahman Ambo, Muhammad Rusli Arbitrase Syariah Makassar: t.p, 2017

Muhammad, Imam Abi Isa, bin Isa bin Surah al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi juz II,
(Beirut: Daar al-Fikr, 1974)

Muthiah, Aulia, Hukum Perlindungan Konsumen,Yogyakarta: Pustaka Baru Press,
2018

Nashiruddin, Muhammad, Shohih Sunan Abi Daud, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007



101

Nasir, Moh, Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2003

Saifullah, Buku Panduan Metode Penelitian, (Malang: UIN Fakultas Syari’ah,2006

Sayyid Sabig, Figh al-Sunnah

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen,Jakarta: Grasindo, 2004

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum,Jakarta:Penerbit Universitas
Indonesia Press, 2004

Sumitro, Ronny Hanitiyo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1990

Rahardjo, Satjipto, llmu Hukum, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Rahardjo, Satjipto, llmu Hukum, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2006

Rahardjo, Satjipto, llmu Hukum, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2014

. Jurnal dan Proceeding
Azizah, Agustine, “Kajian Yuridis Putusan ”, Jurnal Panorama Hukum, No.1 (2021):

140-149, https://doi.org/10.21067/jph.v6i1.5093

Basri Ahmad Hasan dkk., “Alternatife Despute Resolution (ADR) dalam Sengekta
Bisnis Islam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” Al-Mabsut, No.2
(2021):250

Dokumen Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri

Iryadi, Muhammad, “Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian,”Hermeneutika,
n0.1(2021):101

Tauhiddah, Titia, Busyra Azheri dan Yussy A. Mannas dengan judul “Kewenangan
Penyelesaian Sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan antara Badan
Penyelesasian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan Lembaga Alternatif

Penyelesaian Sengketa (LAPS)”, De Lega Lata, No. 1 (2020): 94-105


https://doi.org/10.21067/jph.v6i1.5093

102

Vahlevi, Dewi Riza Lisvi, “Konsep Shulh dan Tahkim Sebagai Alternatif dalam Upaya

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Era Modern,” Jurnal Ekonomi

Syariah Darussalam, No. 2(2021): 84

C. Skripsi

D.

Lestari, Tiara Dwi Ayu, “Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen melalui

Mediasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang
(Studi Perkara Nomor: 26/P3K/V1/2020)”, Undergraduate Thesis, Universitas

Andalas, 2021. http://scholar.unand.ac.id/77692/

Sitepu, Valentino Persada, “Penyelesaian Sengketa dalam Kredit Konsumen dengan

Pihak Perbankan (Studi Putusan Nomor 22/PDT.G/SUS/2016/PN.SIM)”,
Undergraduate Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2021.
https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/35975/160200554.pdf?s

equence=1&isAllowed=y

Sobandi, Ade Fajar Febriana, Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK) Kota Tasikmalaya atas Kasus Sengketa Pembiayaan Konsumen
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dalam Putusan BPSK Nomor : 011/A/BPSK-Kota.Tsm/V/2017”,
Undergraduate Thesis, Universitas  Jendral Soedirman, 2019.

http://repository.unsoed.ac.id/2534/

Internet atau Website

Hakim, Lukman Hakim, “Survei IKK:Konsumen Indonesia Sudah Kenali Haknya, Tapi

Belum Memperjuangkan”, ldxchannel.com, 21 April 2021, diakses 23

Desember 2021,



103

https://www.idxchannel.com/economics/survei-ikk-konsumen-indonesia-

sudah-kenali-haknya-tapi-belum-memperjuangkan

Jatim, Kominfo, “Disperindag Jatim Sosialisasi Pentingnya Perlindungan Konsumen

untuk Pemuliha Ekonomi”, Kominfo Jatim, 11 November 2020, diakses 23

November 2021, http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/disperindag-jatim-

sosialisasi-pentingnya-perlindungan-konsumen-untuk-pemulihan-ekonomi

Kementerian ~ Agama, Al-Qu’an, diakses

https://quran.kemenaq.go.id/sura/4/35

Kementerian ~ Agama, Al-Qu’an, diakses

https://quran.kemenaq.go.id/sura/4/114

Kementerian ~ Agama, Al-Qu’an, diakses

https://quran.kemenaq.go.id/sura/4/128

Kementerian ~ Agama, Al-Qu’an, diakses

https://quran.kemenaq.go.id/sura/49/9

pada

pada

pada

pada

10 Februari 2022

10 Februari 2022

10  Februari 2022

10 Februari 2022

Uly, Yohana Artha, “Ini masalah yang Paling Banyak Diadukan Konsumen ke

Kemendag”, Kompas.com, 14 Januari 2021, diakses 23 Desember 2021,

https://money.kompas.com/read/2021/01/14/161500526/ini-masalah-yang-

paling-banyak-diadukan-konsumen-ke-kemendag?page=all

. Perundang Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020



104

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018



105

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan

Pertanyaan untuk Para Narasumber

10.

Bagaimana UPT Perlindungan Konsumen mewadahi adanya pengaduan konsumen ?
Bagaiman proses dan prosedur penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen di Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri ?

Apa dasar hukum yang diterapkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Kota Kediri dalam proses penyelesaian sengketa konsumen ?

Apa dasar diberlakukannya gelar perkara di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) Kota Kediri sebelum menerima pengaduan konsumen?

Apa dasar UPT Perlindungan Konsumen Kota Kediri melakukan mediasi awal saat
adanya pengaduan konsumen ?

Bagaimana proses pemilihan alur penyelesaian sengketa oleh para pihak yang
bersengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri ?
Bagaimana Alur persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota
Kediri dengan arbitrase ?

Apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri tidak menilai isi
dari perjanjian dalam upaya mengadili sengketa pembiayaan konsumen ?

Apa yang dimaksud dengan berjenang dalam Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri
Nomor 350 Tahun 2001 dan penerapannya ?

Bagaimana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri
mengimplementasikan Paasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen ?
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11. Berapa banyak pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pembiayaan di Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri ?

12. Bagaimana tanggapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri
dengan banyaknya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota

Kediri yang dilakukan permohonan keberatan di Pengadilan Negeri ?

Lampiran 2 Dokumentasi
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